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e. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

 

PERUBAHAN RENCANA KERJA 

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

KABUPATEN PASURUAN  

TAHUN 2026 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan 

penyusunaan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah untuk menyesuaikan perencanaan tahunaan dan juga 

sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan 

SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran 

pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam 

rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah          

(P-RKPD). 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86          

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, 

Perubahan Rencana Kerja dapat dilakukan apabila berdasarkan 

hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan 

keadaan. Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada 

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) dan 
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hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan II. 

Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun sebagai 

bahan penyusunan Perubahan APBD Tahun 2026 dan menjadi 

acuan penyusunan perubahan RKA Dinas Perumahan                

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 

Anggaran 2026 dengan memperhatikan dimensi waktu serta 

permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang 

akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal 

dalam mewujudkan tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Pasuruan. 

 

1.2 Landasan Hukum 

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2026 secara normatif memperhatikan hirarki peraturan 

perundang–undangan sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia          Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Perumahan dan Permukiman; 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 

Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), 
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 

73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578);  

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62        

Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma 

Agraria; 

14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 

tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 

Nasional; 

15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi 

Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia          

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia        

Tahun 2011 Nomor 927); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia         

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia        

Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia        

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 



                                                             
 

I-5 
 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

20. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia 

Nomor  77  Tahun  2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat              

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar 

Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum 

dan Bidang Perumahan Rakyat; 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri               

Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga 

atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

23. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri 

Keuangan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduangan Anak Nomor: 

270/M.PPPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 

050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang 

Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan 

Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang 

Responsif Gender (PPRG); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14        

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4         

Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 

2045; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7         

Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2026; 
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27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029; 

28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2026; 

29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2025 tentang 

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2026; 

30. Peratutan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2025 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Dinas; 

31. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2025 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029; 

32. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 71 Tahun 2025 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2026; 

33. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor ..... Tahun 2026 tentang 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2026. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun dengan 

maksud sebagai berikut : 

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran RPJMD 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman; 

2. Menjadi landasan dalam penentuan program, kegiatan, dan 

sub kegiatan tahunan yang dilaksanakan secara terarah, 

bertahap, dan berkelanjutan; 

3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, 

kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2026; 
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4. Melakukan sinkronisasi terhadap program dan kegiatan 

dalam Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 

dengan memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang 

pada tahun 2026. 

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Pasuruan pada tahun 2026, dengan tetap mengacu 

pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029, 

Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, serta 

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Penyajian rancangan Perubahan Renja Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan disusun 

menurut sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum 

penyusunan rancangan Perubahan Renja Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Pasuruan agar substansi pada bab – bab berikutnya 

dapat dipahami dengan baik. 

1.1 Latar Belakang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang 

Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, proses penyusunan Perubahan Renja 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 

keterkaitan antara Perubahan Renja Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 

dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan, 

Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, dengan Renja K/L dan Perubahan 

Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Cipta Karya Propinsi Jawa Timur, 
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serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan 

P-RAPBD. 

1.2 Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang undang - undang, 

peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan 

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur 

tentang SOTK, kewenangan Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, serta pedoman yang 

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan 

dan penganggaran Perangkat Daerah. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan 

dari penyusunan Perubahan Renja Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan 

Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, serta susunan garis besar isi 

dokumen. 

 

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 

TAHUN 2026 

2.1 Evaluasi Hasil Renja 2026 Semester II 

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil 

evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Pasuruan tahun lalu (2025) dan perkiraan capaian 

tahun berjalan (2026), mengacu pada       P-APBD 

tahun berjalan yang seharusnya pada waktu 

penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan 

sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan 

pencapaian target Perubahan Renstra Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Pasuruan berdasarkan realisasi program dan 

kegiatan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas 
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Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Pasuruan tahun - tahun sebelumnya. 

2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah 

Berisikan uraian mengenai  : 

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Pasuruan dan hal kritis yang terkait 

dengan pelayanan Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan; 

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi 

dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Pasuruan; 

3) Dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan 

sasaran perencanaan pembangunan daerah, 

terhadap capaian program nasional/ 

internasional; 

4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan 

pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Pasuruan; 

5) Formulasi isu - isu penting berupa rekomendasi 

dan catatan yang strategis untuk 

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan 

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 

 

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH 

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat 

Daerah 

Menampilkan tujuan dan sasaran sesuai Renstra          

Tahun 2025-2029, indikator dan target 2026 (awal 

dan perubahan), serta perubahan target SPM/IKK. 
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3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Menunjukkan penjelasan proses perubahan 

program, kegiatan dan sub kegiatan, mulai dari 

hasil evaluasi yang sudah dilakukan pada Bab II. 

 

BAB IV.  PENUTUP 

4.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian 

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, 

baik dalam rangka pelaksanaannya maupun 

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai 

dengan kebutuhan 

4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan 

4.3 Rencana Tindak Lanjut 
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BAB II 

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026 

 

2.1 Evaluasi Hasil Renja 2026 Semester II 

Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Pasuruan merupakan review hasil 

evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tahun 2025, dan 

realisasi  capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2026 

yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Pasuruan berdasarkan realisasi program, kegiatan dan          

sub kegiatan. Selain evaluasi dalam bentuk  penyerapan  

anggaran  dan  realisasi  fisik berbentuk output pada             

tahun 2026, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi 

pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Pasuruan dan pencapaian kinerja Renstra    Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan 

sampai dengan tahun berjalan (tahun 2026) sebagaimana 

tampak pada Tabel 2.1. sebagaimana terlampir. Untuk Program 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat 

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. 

Namun untuk program-program yang lain masih belum bisa 

memenuhi target yang ditetapkan karena penyerapan 

berorientasi dalam proses perencanaan dan proses pengadaan 

barang dan jasa. 
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Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD : Meningkatnya Kualitas Lingkungan. 

IKU PD : Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan. 

Target : 79,28% 

N
o 

Sasa
ran  

Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Indikat

or 
Kinerja 
Progra

m 

(outcom
es) / 

Kegiata
n 

(output) 
/ Sub 

Kegiata
n 

Target 
Renstra pada 

Tahun 2029 
(Akhir 

Periode 
Renstra) 

Realisasi 
Capaian 

Kinerja 
Renstra s/d 
Renja Tahun 
n-1 (2025) 

Target 

Kinerja dan 
Anggaran 

Tahun 2026 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi 

Capaian 
Kinerja dan 
Anggaran 

Renja 2026 

Tingkat 
Capaian 
Kinerja 

dan 

Realisas
i 

Anggara
n Renja 

Tahun 
2026 
(%) 

Realisasi  

Kinerja dan 
Anggaran 

Renstra s/d 
Tahun 2026 

Tingkat 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Realisas

i 
Anggara

n 
Renstra 

Tahun 
2026 
(%) 

I II III IV 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 12 
13 = 

12/7 x 
100% 

14 = 6+12 
15 = 

14/5 x 
100% 

K Rp K Rp K Rp K  Rp  K  Rp  K  Rp  K  Rp  K  Rp  K 
 

Rp  
K  Rp  K Rp 

    Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar  

    Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman    
  

  Meni
ngka
tnya 

Aku
ntab
ilita
s 

Kine
rja 
Pera
ngka

t 
Daer
ah 

1
. 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTA
HAN 
DAERAH 
KABUPATEN

/KOTA 

Persent
ase 
Dokume

n/ 
Laporan 
Adminis
trasi PD 

yang 
Baik 
atau 
Sesuai 

Regulas
i 
(%) 

1
0
0 

     
39.702.
343.592

,36  

1
0
0 

     
6.580.5
09.845,

00  

1
0
0 

        
8.559.2
81.704,

60  

25,
91 

     
1.502.6
27.664,

00  

2
0,
9

5 

  
1.920.
937.77

9,00  

0        
618.12
7.455,

00  

0               
-    

4
6,
8

6 

     
4.041.6
92.898,

00  

46
,8
6% 

47
,2
2

% 

2
9,
3

7 

   
10.622.
202.74

3,00  

29
,3
7% 

26
,7
5

% 

Tabel 2.1  
Evaluasi Terhadap  Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten 
Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Pasuruan 
Periode Pelaksanaan : Tahun 2026 
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      1
. 

Kegiatan 
Perencana
an, 
Pengangga

ran, dan 
Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 

Daerah 

Persenta
se 
Konsiste
nsi 

Indikato
r Kinerja 
Program
/ 

Kegiatan
/ Sub 
Kegiatan 
pada 

Dokume
n 
Rencana
, 

Rnggara
n dan 
Evaluasi 

(%) 

10
0 

             
341.133.
712,85  

10
0 

             
35.672.
021,00  

10
0 

               
77.718.9

74,85  

25              
14.261.
000,00  

25             
2.160.0
00,00  

0                              
-    

0               
-    

50
,0
0 

             
16.421.
000,00  

50,
00
% 

21
,1
3
% 

30
,0
0 

             
52.093.
021,00  

30,
00
% 

15
,2

7% 

        1
. 

Sub 
Kegiat
an 
Penyus
unan 
Dokum
en 
Perenc
anaan 
Perang
kat 
Daerah 

Jumlah 
Dokume
n 
Perenca
naan 
Perangk
at 
Daerah 
(dokume
n) 

60              
187.508.
962,85  

12              
16.308.
420,00  

12                
54.031.5

74,85  

4              
14.261.
000,00  

3            
1.080.0
00,00  

0                              
-    

0              
-    

7,
00 

             
15.341.
000,00  

58,
33
% 

28
,3

9% 

19
,0
0 

             
31.649.
420,00  

31,
67
% 

16
,8

8% 

        3
. 

Sub 
Kegiat
an 
Koordi
nasi 
dan 
Penyus
unan 
Lapora
n 
Capaia
n 
Kinerja 
dan 
Ikhtisa
r 
Realisa

Jumlah 
Laporan 
Capaian 
Kinerja 
dan 
Ikhtisar 
Realisas
i Kinerja 
SKPD 
dan 
Laporan 
Hasil 
Koordin
asi 
Penyusu
nan 
Laporan 

32              
100.373.
400,00  

0                               
-    

8                
23.687.4

00,00  

2                               
-    

2            
1.080.0
00,00  

0                              
-    

0              
-    

4,
00 

              
1.080.0

00,00  

50,
00
% 

4,
56
% 

4,
00 

              
1.080.0

00,00  

12,
50
% 

1,
08
% 
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si 
Kinerja 
SKPD 

Capaian 
Kinerja 
dan 
Ikhtisar 
Realisas
i Kinerja 
SKPD 
(laporan) 

      2 Kegiatan 
Administr
asi 

Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

Persenta
se 
Laporan 

Keuanga
n yang 
Sesuai 
dengan 

Ketentu
an dan 
Dapat 
Dipertan

ggungja
wabkan 
(%) 

10
0 

         
27.323.6
97.465,6

0  

           
4.611.9
32.784,

00  

10
0 

               
6.322.20

7.877  

25          
1.219.4
13.236,

00  

25      
1.554.2
47.290,

00  

0           
527.93
8.517,0

0  

0               
-    

50
,0
0 

         
3.301.5
99.043,

00  

50,
00
% 

52
,2
2

% 

10
,0
0 

         
7.913.5
31.827,

00  

10,
00
% 

28
,9

6% 

        1
. 

Sub 
Kegiat
an 
Penyed
iaan 
Gaji 
dan 
Tunjan
gan 
ASN 

Jumlah 
Orang 
yang 
Menerim
a Gaji 
dan 
Tunjang
an ASN 
(orang/b
ulan) 

22
5 

        
26.956.1
97.965,6

0  

33         
4.611.9
32.784,

00  

51           
6.111.91
3.300,60  

51         
1.179.0
46.612,
00  

51      
1.498.9
42.770,
00  

0          
504.83
4.021,0

0  

0              
-    

10
2,
00 

        
3.182.8
23.403,

00  

20
0,0
0% 

52
,0

8% 

13
5,
00 

        
7.794.7
56.187,

00  

60,
00
% 

28
,9

2% 

        2
. 

Sub 
Kegiat
an 
Penyed
iaan 
Admini
strasi 
Pelaks
anaan 
Tugas 
ASN 

Jumlah 
Dokume
n Hasil 
Penyedi
aan 
Administ
rasi 
Pelaksa
naan 
Tugas 
ASN 
(dokume
n) 

48                
29.920.0

00,00  

0                               
-    

12                
89.934.5

76,00  

3              
20.496.
624,00  

3          
15.564.
520,00  

0            
13.169.
496,00  

0              
-    

6,
00 

             
49.230.
640,00  

50,
00
% 

54
,7

4% 

6,
00 

             
49.230.
640,00  

12,
50
% 

16
4,

54
% 

        3
. 

Sub 
Kegiat
an 
Pelaks

Jumlah 
Dokume
n 
Penatau

48              
337.579.
500,00  

0                               
-    

12              
120.360.
000,00  

3              
19.870.
000,00  

3          
39.740.
000,00  

0              
9.935.0
00,00  

0              
-    

6,
00 

             
69.545.
000,00  

50,
00
% 

57
,7

8% 

6,
00 

             
69.545.
000,00  

12,
50
% 

20
,6

0% 
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anaan 
Penata
usaha
an dan 
Penguji
an/Ver
ifikasi 
Keuan
gan 
SKPD 

sahaan 
dan 
Pengujia
n/Verifik
asi 
Keuanga
n SKPD 
(dokume
n) 

      3

. 

Kegiatan 

Administr
asi 
Kepegawai
an 

Perangkat 
Daerah 

Persenta

se 
Dokume
n 
Kepegaw

aian 
yang 
Akurat 
dan 

Sesuai 
Ketentu
an 
(%) 

10

0 

             

696.457.
113,00  

10

0 

             

43.224.
918,00  

10

0 

              

158.916.
120,00  

18,

181
818
2 

               

3.312.0
00,00  

0                              

-  

0                              

-    

0               

-    

18

,1
8 

               

3.312.0
00,00  

18,

18
% 

2,

08
% 

23

,6
4 

             

46.536.
918,00  

23,

64
% 

6,

68
% 

        1
. 

Sub 
Kegiat
an 
Pendid
ikan 
dan 
Pelatih
an 
Pegaw
ai 
Berdas
arkan 
Tugas 
dan 
Fungsi 

Jumlah 
Pegawai 
Berdasa
rkan 
Tugas 
dan 
Fungsi 
yang 
Mengiku
ti 
Pendidik
an dan 
Pelatiha
n 
(orang) 

30
5 

             
627.327.
113,00  

64              
37.194.
918,00  

16
5 

             
158.916.
120,00  

30               
3.312.0
00,00  

0                            
-    

0                              
-    

0              
-    

30
,0
0 

              
3.312.0

00,00  

18,
18
% 

2,
08
% 

94
,0
0 

             
40.506.
918,00  

30,
82
% 

6,
46
% 

      4
. 

Kegiatan 
Pengadaa
n Barang 

Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 

Pemerinta
h Daerah 

Persenta
se 
Pengada

an BMD 
yang 
Terealis
asi 

(%) 

10
0 

             
987.838.
597,50  

10
0 

               
8.880.0
00,00  

10
0 

                  
129.824.

379  

68,
75 

             
84.554.
250,00  

0                              
-  

0                                
-  

0               
-    

68
,7
5 

             
84.554.
250,00  

68,
75
% 

65
,1
3

% 

33
,7
5 

             
93.434.
250,00  

33,
75
% 

9,
46
% 
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        2
. 

Sub 
Kegiat
an 
Pengad
aan 
Sarana 
dan 
Prasar
ana 
Gedun
g 
Kantor 
atau 
Bangu
nan 
Lainny
a 

Jumlah 
Unit 
Sarana 
dan 
Prasara
na 
Gedung  
Kantor  
atau  
Bangun
an  
Lainnya  
yang 
Disediak
an 
(unit) 

22              
352.738.
597,50  

1               
8.880.0
00,00  

16                   
129.824.

379  

11              
84.554.
250,00  

0                            
-    

0                              
-    

0              
-    

11
,0
0 

             
84.554.
250,00  

68,
75
% 

65
,1

3% 

12
,0
0 

             
93.434.
250,00  

54,
55
% 

26
,4

9% 

      5
. 

Kegiatan 
Penyediaa

n Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerinta

han 
Daerah 

Persenta
se Jasa 

Penunja
ng 
Operasio
nal 

Kantor 
yang 
Tersedia 
(%) 

10
0 

           
3.087.13

1.310,00  

10
0 

           
808.716

.235,00  

10
0 

                  
321.275.

293  

25              
42.084.

985,00  

25           
59.675.

599,00  

0             
20.938.

608,00  

0               
-    

50
,0

0 

           
122.699

.192,00  

50,
00

% 

38
,1

9
% 

30
,0

0 

           
931.415

.427,00  

30,
00

% 

30
,1

7% 

        1
. 

Sub 
Kegiat
an 
Penyed
iaan 
Jasa 
Surat 
Menyu
rat 

Jumlah 
Laporan 
Penyedi
aan 
Jasa 
Surat 
menyura
t 
(laporan) 

10                
19.301.3

82,00  

2               
2.400.0
00,00  

2                      
3.165.50

0  

0               
1.000.0
00,00  

0                 
50.000,
00  

0                              
-    

0              
-    

0,
00 

              
1.050.0

00,00  

0,0
0% 

33
,1

7% 

2,
00 

              
3.450.0

00,00  

20,
00
% 

17
,8

7% 

        2
. 

Sub 
Kegiat
an 
Penyed
iaan 
Jasa 
Komun
ikasi, 
Sumbe
r Daya 
Air dan 
Listrik 

Jumlah 
Laporan 
Penyedi
aan 
Jasa 
Komunik
asi, 
Sumber 
Daya Air 
dan 
Listrik 
yang 
Disediak

18
0 

          
1.492.29
9.068,00  

36            
233.171
.860,00  

36                   
262.594.

448  

9              
36.994.
985,00  

9          
51.645.
599,00  

0            
19.268.
608,00  

0              
-    

18
,0
0 

           
107.909
.192,00  

50,
00
% 

41
,0

9% 

54
,0
0 

           
341.081
.052,00  

30,
00
% 

22
,8

6% 
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an 
(laporan) 

        3
. 

Sub 
Kegiat
an 
Penyed
iaan 
Jasa 
Pelaya
nan 
Umum 
Kantor 

Jumlah 
Laporan 
Penyedi
aan 
Jasa 
Pelayan
an 
Umum 
Kantor 
yang 
Disediak
an 
(laporan) 

60           
1.575.53
0.860,00  

12            
573.144
.375,00  

12                    
55.515.3

45  

3               
4.090.0
00,00  

3            
7.980.0
00,00  

0              
1.670.0
00,00  

0              
-    

6,
00 

             
13.740.
000,00  

50,
00
% 

24
,7

5% 

18
,0
0 

           
586.884
.375,00  

30,
00
% 

37
,2

5% 

      6
. 

Kegiatan 
Pemelihar
aan 
Barang 

Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 

Pemerinta
han 
Daerah 

Persenta
se BMD 
Kondisi 
Baik 

(%) 

10
0 

           
3.703.03
2.687,00  

10
0 

           
664.463
.431,00  

10
0 

              
801.722.
600,00  

9,6
6 

           
103.262
.155,00  

16
,4
3 

        
193.74
1.850,0
0  

0             
45.005.
010,00  

0               
-    

26
,0
9 

           
342.009
.015,00  

26,
09
% 

42
,6
6
% 

25
,2
2 

         
1.006.4
72.446,

00  

25,
22
% 

27
,1

8% 

        1
. 

Sub 
Kegiat
an 
Penyed
iaan 
Jasa 
Pemeli
haraan
, Biaya 
Pemeli
haraan
, 
Pajak, 
dan 
Perizin
an 
Kendar
aan 
Dinas 
Operas
ional 

Jumlah 
Kendara
an Dinas 
Operasio
nal atau 
Lapanga
n yang 
Dipeliha
ra dan 
Dibayar
kan 
Pajak 
dan 
Perizina
nnya 
(unit) 

24
7 

          
2.831.21
1.384,00  

39            
502.425
.331,00  

31                   
620.146.

580  

5              
94.189.
055,00  

9         
185.35
6.350,0
0  

0            
42.530.
010,00  

0              
-    

14
,0
0 

           
322.075
.415,00  

45,
16
% 

51
,9

4% 

53
,0
0 

           
824.500
.746,00  

21,
46
% 

29
,1

2% 
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atau 
Lapan
gan 

        2
. 

Sub 
Kegiat
an 
Pemeli
haraan 
Mebel 

Jumlah 
Mebel 
yang 
Dipeliha
ra 
(unit) 

41
5 

               
31.330.2

84,00  

83               
6.050.0
00,00  

83                      
6.080.58

0  

0                               
-    

0                            
-    

0                              
-    

0              
-    

0,
00 

                              
-    

0,0
0% 

0,
00
% 

83
,0
0 

              
6.050.0

00,00  

20,
00
% 

19
,3

1% 

        3
. 

Sub 
Kegiat
an 
Pemeli
haraan 
/ 
Rehabi
litasi 
Gedun
g 
Kantor 
dan 
Bangu
nan 
Lainny
a 

Jumlah 
Gedung 
Kantor 
dan 
Bangun
an 
Lainnya 
yang 
Dipeliha
ran / 
Direhabi
litasi 
(unit) 

9              
516.150.
000,00  

2              
99.498.
100,00  

2                   
111.000.

000  

0                               
-    

0                            
-    

0                              
-    

0              
-    

0,
00 

                              
-    

0,0
0% 

0,
00
% 

2,
00 

             
99.498.
100,00  

22,
22
% 

19
,2

8% 

        4
. 

Sub 
Kegiat
an 
Pemeli
haraan 
/ 
Rehabi
litasi 
Sarana 
dan 
Prasar
ana 
Gedun
g 
Kantor 
atau 
Bangu
nan 
Lainny
a 

Jumlah 
Sarana 
dan 
Prasara
na 
Gedung 
Kantor 
atau 
Bangun
an 
Lainnya 
yang 
Dipeliha
ra/Direh
abilitasi 
(unit) 

45
5 

             
324.341.
019,00  

91              
56.490.
000,00  

91                    
64.495.4

40  

15               
9.073.1
00,00  

25            
8.385.5
00,00  

0              
2.475.0
00,00  

0              
-    

40
,0
0 

             
19.933.
600,00  

43,
96
% 

30
,9

1% 

13
1,
00 

             
76.423.
600,00  

28,
79
% 

23
,5

6% 

      7
. 

Kegiatan 
Administr
asi Umum 

Perangkat 

Persenta
se 
Pemenu

han 

10
0 

           
3.563.05
2.706,41  

10
0 

           
407.620
.456,00  

10
0 

              
747.616.
461,15  

               
35.740.
038,00  

55
,2
4 

        
111.11
3.040,0

0  

0             
24.245.
320,00  

0               
-    

55
,2
4 

           
171.098
.398,00  

55,
24
% 

22
,8
9

% 

31
,0
5 

           
578.718
.854,00  

31,
05
% 

16
,2

4% 
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Daerah Kebutuh
an 
Umum 
PD 

(%) 

        1
. 

Sub 
Kegiat
an 
Penyed
iaan 
Kompo
nen 
Instala
si 
Listrik
/Pener
angan 
Bangu
nan 
Kantor 

Jumlah 
Paket 
Kompon
en 
Instalasi 
Listrik/P
enerang
an 
Bangun
an 
Kantor 
yang 
Disediak
an 
(paket) 

55                
53.475.6

62,94  

11               
9.902.3
10,00  

11                
10.347.8

12,94  

0                               
-    

11          
10.178.
700,00  

0                              
-    

0              
-    

11              
10.178.
700,00  

10
0,0
0% 

98
,3

7% 

22
,0
0 

             
20.081.
010,00  

40,
00
% 

37
,5

5% 

        2
. 

Sub 
Kegiat
an 
Penyed
iaan 
Peralat
an dan 
Perleng
kapan 
Kantor 

Jumlah 
Paket 
Peralata
n dan 
Perlengk
apan 
Kantor 
yang 
Disediak
an 
(paket) 

11
1 

             
160.256.
245,50  

23              
29.992.
200,00  

22                
31.120.1

82,00  

0                               
-    

11          
16.663.
875,00  

0            
12.615.
150,00  

0              
-    

11              
29.279.
025,00  

50,
00
% 

94
,0

8% 

34
,0
0 

             
59.271.
225,00  

30,
63
% 

36
,9

9% 

        3
. 

Sub 
Kegiat
an 
Penyed
iaan 
Bahan 
Logisti
k 
Kantor 

Jumlah 
Paket 
Bahan 
Logistik 
Kantor 
yang 
Disediak
an 
(paket) 

24
7 

             
357.137.
682,71  

51              
63.208.
950,00  

50                    
69.191.6

96  

3               
4.119.1
08,00  

45          
46.702.
817,00  

0              
3.965.1
70,00  

0              
-    

48              
54.787.
095,00  

96,
00
% 

79
,1

8% 

99
,0
0 

           
117.996
.045,00  

40,
08
% 

33
,0

4% 

        4
. 

Sub 
Kegiat
an 
Penyed
iaan 
Barang 
Cetaka
n dan 
Pengga

Jumlah 
Paket 
Barang 
Cetakan 
dan 
Penggan
daan 
yang 
Disediak

55              
179.323.
515,26  

11              
25.639.
910,00  

10                    
19.987.2

71  

1               
1.749.6
00,00  

7          
14.345.
934,00  

0                              
-    

0              
-    

8              
16.095.
534,00  

80,
00
% 

80
,5

3% 

19
,0
0 

             
41.735.
444,00  

34,
55
% 

23
,2

7% 
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ndaan an 

        5
. 

Sub 
Kegiat
an 
Penyel
enggar
aan 
Rapat 
Koordi
nasi 
dan 
Konsul
tasi 
SKPD 

Jumlah 
Laporan 
Penyelen
ggaraan 
Rapat 
Koordin
asi dan 
Konsulta
si SKPD 
(laporan) 

24
0 

          
2.618.14
8.050,00  

40            
245.085
.086,00  

50                   
616.969.

500  

6              
29.871.
330,00  

2          
23.221.
714,00  

0              
7.665.0
00,00  

0              
-    

8              
60.758.
044,00  

16,
00
% 

9,
85
% 

48
,0
0 

           
305.843
.130,00  

20,
00
% 

11
,6

8% 

  Men

urun
nya 
Kaw

asan 
Perm
ukim
an 

Kum
uh 

2

. 

PROGRAM 

PENGEMBAN
GAN 
PERUMAHAN 

Persent

ase 
Warga 
Negara 

korban 
bencana 
dan/ 
atau 

yang 
terkena 
Relokas
i Akibat 

Prorga
m 
Pemerin
tah 

yang 
memper
oleh 
Rumah 

Layak 
Huni 
(%) 

1

0
0 

        

5.610.9
85.000,

00  

1

0
0 

         

218.25
9.250,0

0  

1

0
0 

                

419.994
.500  

0              

3.013.5
00,00  

5

0 

     

208.99
8.900,
00  

0        

201.15
5.500,0
0  

0               

-    

5

0 

         

413.16
7.900,0

0  

50,

00
% 

98

,3
7
% 

3

0 

         

631.42
7.150,0

0  

30,

00
% 

11

,2
5
% 

      1
. 

Kegiatan 
Pendataan 
Penyediaa
n dan 

Rehabilita
si Rumah 
Korban 
Bencana 

atau 
Relokasi 
Program 
Kabupate

Jumlah 
Dokume
n Data 
Rumah 

Korban 
Bencana 
yang 
Disediak

an dan 
Direhab 
atau di 
Lokasi 

4              
735.300.
000,00  

1                
4.939.2
00,00  

1                     
19.994.5

00  

0                
3.013.5
00,00  

0           
10.612.
000,00  

0              
1.658.5
00,00  

0               
-    

0              
15.284.
000,00  

0,0
0% 

76
,4
4
% 

               
20.223.
200,00  

0,0
0% 

2,
75
% 
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n/Kota yang 
Berpote
nsi 
Terkena 

Relokasi 
Program 
Kabupat
en/Kota 

(dokume
n) 

        1
. 

Sub 
Kegiat
an 
Pendat
aan 
Tingka
t 
Kerusa
kan 
Rumah 
Akibat 
Benca
na 

Jumlah 

Dokume
n Data 
Rumah 
yang 

Terkena 
Bencana 
Kabupat
en/Kota 

Berdasa
rkan 
Tingkat 
Kerusak

an 
Rumah 
(dokume
n) 

5                
75.000.0

00,00  

1               
4.939.2
00,00  

4                    
19.994.5

00  

1               
3.013.5
00,00  

1          
10.612.
000,00  

0              
1.658.5
00,00  

0              
-    

2              
15.284.
000,00  

50,
00
% 

76
,4

4% 

3,
00 

             
20.223.
200,00  

60,
00
% 

26
,9

6% 

      3
. 

Kegiatan 
Pembangu
nan dan 

Rehabilita
si Rumah 
Korban 
Bencana 

atau 
Relokasi 
Program 
Kabupate

n/Kota 

Persenta
se 
Jumlah 

Pemban
gunan 
dan 
Rehabili

tasi 
Rumah 
Korban 
Bencana 

atau 
Relokasi 
Program 
Kabupat

en/Kota 
(%) 

10
0 

           
1.795.48
5.000,00  

10
0 

           
213.320
.050,00  

10
0 

                  
400.000.

000  

0                               
-    

50         
198.38
6.900,0

0  

0           
199.49
7.000,0

0  

0               
-    

50
,0
0 

           
397.883
.900,00  

50,
00
% 

99
,4
7

% 

15
0 

           
611.203
.950,00  

15
0,0
0% 

34
,0

4% 

        1
. 

Sub 
Kegiat
an 
Rehabi
litasi 

Jumlah 

Rumah 
Korban 
Bencana 
Kabupat

34           
1.615.18
5.000,00  

5            
213.320
.050,00  

10                   
400.000.

000  

0                               
-    

5         
198.38
6.900,0
0  

0          
199.49
7.000,0

0  

0              
-    

5            
397.883
.900,00  

50,
00
% 

99
,4

7% 

10            
611.203
.950,00  

29,
41
% 

37
,8

4% 
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Rumah 
bagi 
Korban 
Benca
na 

en/Kota 
yang 
terehabil
itasi 

(unit 
rumah) 

    3

. 

PROGRAM 

KAWASAN 
PERMUKIMA
N 

Persent

ase 
Luas 
Kawasa
n 

Kumuh 
Dibawa
h 10 Ha 
yang 

Ditanga
ni 
(%) 

2

0,
0
4 

      

17.098.
353.266

,00  

3

1,
9
7 

  1

9,
4
9 

             

3.745.0
55.680  

31,

97 

           

58.417.
151,00  

3

1,
9
7 

     

252.74
6.405,
00  

0     

1.104.3
79.000,
00  

0               

-    

3

1,
9
7 

      

1.415.5
42.556,

00  

16

4,0
3% 

37

,8
0
% 

3

1,
9
7 

      

1.415.5
42.556,

00  

15

9,5
3% 

8,

28
% 

      3
. 

Kegiatan 
Peningkat
an 
Kualitas 

Kawasan 
Permukim
an Kumuh 
dengan 

Luas 
Dibawah 
10 
(Sepuluh) 

Ha 

Luas 
Permuki
man 
Kumuh 

yang 
Ditanga
ni 
Secara 

Tuntas 
(Ha) 

10
8,
98 

         
16.857.9
53.266,0

0  

17
3,
82 

         
3.186.2
72.155,

00  

10
5,
98 

               
3.745.05

5.680  

173
,82 

             
58.417.
151,00  

17
3,
82 

        
252.74
6.405,0
0  

0        
1.104.3
79.000,
00  

0               
-    

17
3,
82 

         
1.415.5
42.556,

00  

16
4,0
1% 

37
,8
0
% 

17
3,
82 

         
4.601.8
14.711,

00  

15
9,5
0% 

27
,3

0% 

        1
. 

Sub 
Kegiat
an 
Pendat
aan 
dan 
Verifik
asi 
Penyel
enggar
aan 
Kawas
an 
Permu
kiman 
Kumuh 

Jumlah 
Dokume
n Data 
Permuki
man 
Kumuh 
yang 
Terverifi
kasi  
(dokume
n) 

6           
1.380.00
0.000,00  

2            
337.262
.000,00  

1                   
240.000.

000  

0              
40.000.
000,00  

0          
60.000.
000,00  

0            
20.000.
000,00  

0              
-    

0            
120.000
.000,00  

0% 50
,0

0% 

2            
457.262
.000,00  

33,
33
% 

33
,1

3% 
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        2
. 

Sub 
Kegiat
an 
Pelaks
anaan 
Pemug
aran 
Kawas
an 
Permu
kiman 
Kumuh 

Luas 
Permuki
man 
Kumuh 
yang 
Dipugar 
(Ha) 

9           
9.207.09
5.195,00  

73
,8
4 

        
1.696.2
98.106,

00  

10                
3.505.05

5.680  

0              
18.417.
151,00  

0         
192.74
6.405,0
0  

0        
1.084.3
79.000,

00  

0              
-    

0         
1.295.5
42.556,

00  

0% 36
,9

6% 

73
,8
4 

        
2.991.8
40.662,

00  

82
0,4
4% 

32
,4

9% 

    4
. 

PROGRAM 
PERUMAHAN 
DAN 

KAWASAN 
PERMUKIMA
N KUMUH 

Persent
ase 
Jumlah 

Rumah 
Tidak 
Layak 
Huni di 

Luar 
Kawasa
n 
Kumuh 

yang 
Diperba
iki atau 
Dibangu

n 
(%) 

0,
0
1

5
7 

        
8.702.3
18.750,

00  

0                                
-    

0,
0
0

3
9 

             
2.749.9
96.645  

0,0
011 

         
296.31
5.000,0

0  

0,
0
0

9
8 

  
2.284.
314.49

8,00  

0          
43.627.
800,00  

0               
-    

0,
0
0

1
1 

      
2.624.2
57.298,

00  

27,
97
% 

95
,4
3

% 

0,
0
0

1
1 

      
2.624.2
57.298,

00  

7,0
1% 

30
,1
6

% 

      1

. 

Kegiatan 

Pencegaha
n 
Perumaha
n dan 

Kawasan 
Permukim
an Kumuh 
pada 

Daerah 
Kabupate
n/Kota 

Jumlah 

Rumah 
Tidak 
Layak 
Huni 

yang 
Diperbai
ki dan 
Rumah 

Baru 
Layak 
Huni 
yang 

Dibangu
n dalam 
Rangka 
Pencega

han 
Kumuh 
(unit 

43

1 

           

8.702.31
8.750,00  

0                               

-    

50                

2.749.99
6.645  

14            

296.315
.000,00  

11

1 

     

2.284.3
14.498,
00  

0             

43.627.
800,00  

0               

-    

12

5 

         

2.624.2
57.298,

00  

25

0,0
0% 

95

,4
3
% 

12

5 

         

2.624.2
57.298,

00  

29,

00
% 

30

,1
6% 
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rumah) 

        1
. 

Sub 
Kegiat
an 
Perbai
kan 
Rumah 
Tidak 
Layak 
Huni 
untuk 
Penceg
ahan 
Terhad
ap 
Tumbu
h dan 
Berke
mbang
nya 
Permu
kiman 
Kumuh 
di Luar 
Kawas
an 
Permu
kiman 
Kumuh 
denga
n Luas 
di 
Bawah 
10 
(Sepulu
h) Ha 

Jumlah 
Rumah 
Tidak 
Layak 
Huni 
untuk 
Pencega
han 
Terhada
p 
Tumbuh 
dan 
Berkemb
angnya 
Permuki
man 
Kumuh 
di Luar 
Kawasa
n 
Permuki
man 
Kumuh 
dengan 
Luas di 
Bawah 
10 
(Sepuluh
) Ha 
yang 
Diperbai
ki 
(unit 
rumah) 

39
1 

          
8.642.21
8.750,00  

0                               
-    

12
5 

               
2.749.99

6.645  

14            
296.315
.000,00  

11
1 

     
2.284.3
14.498,
00  

0            
43.627.
800,00  

0              
-    

12
5 

        
2.624.2
57.298,

00  

10
0% 

95
,4

3% 

12
5 

        
2.624.2
57.298,

00  

31,
97
% 

30
,3

7% 

    5
. 

PROGRAM 
PENINGKAT

AN 
PRASARANA, 
SARANA DAN 
UTILITAS 

UMUM (PSU) 

Persent
ase 

Permuk
iman 
yang 
Sudah 

Dilengk
api PSU 
(Prasara
na, 

Sarana, 
dan 
Utilitas 

1,
2

2 

      
15.869.

043.470
,64  

4,
3

4 

      
1.153.5

24.720,
00  

5,
0

8 

             
4.464.1

48.413  

4,3
4 

           
15.164.

750,00  

4,
3

4 

     
212.16

7.674,
00  

0        
173.88

9.200,0
0  

0               
-    

4,
3

4 

         
401.22

1.624,0
0  

85,
43

% 

8,
99

% 

4,
3

4 

      
1.554.7

46.344,
00  

35
5,7

4% 

9,
80

% 
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Umum) 
(%) 

      1 Urusan 

Penyeleng
garaan 
PSU  
Perumaha

n 

Persenta

se 
Penyelen
ggaraan 
PSU di 

Peruma
han  
(%) 

1,

22 

         

15.869.0
43.470,6

4  

0,

74 

         

1.153.5
24.720,

00  

0,

74 

               

4.464.14
8.413  

0,7

4 

             

15.164.
750,00  

0         

212.16
7.674,0
0  

0           

173.88
9.200,0
0  

0               

-    

0,

74 

           

401.221
.624,00  

10

0% 

8,

99
% 

0,
74 

         

1.554.7
46.344,

00  

60,
66
% 

9,

80
% 

        1
. 

Sub 
Kegiat
an 
Perenc
anaan 
Penyed
iaan 
PSU 
Perum
ahan 

Jumlah 
Dokume
n 
Perenca
naan 
Penyedi
aan PSU 
Perumah
an 
(dokume
n) 

6           
1.350.00
0.000,00  

1              
29.520.
450,00  

2              
271.600.
000,00  

0                               
-    

0            
5.120.0
02,00  

0          
152.51
6.200,0

0  

0              
-    

0,
00 

           
157.636
.202,00  

0% 58
,0

4% 

1,
00 

           
187.156
.652,00  

16,
67
% 

13
,8

6% 

        2
. 

Sub 
Kegiat
an 
Penyed
iaan 
Prasar
ana, 
Sarana 
dan 
Utilitas 
Umum 
di 
Perum
ahan  

Jumlah 
Lokasi 
Perumah
an yang 
Disediak
an 
Prasara
na, 
Sarana, 
dan 
Utilitas 
Umum 
(lokasi) 

41         
11.496.6
79.267,6

4  

6            
910.422
.000,00  

18           
3.725.91
3.349,40  

0               
3.025.7
50,00  

0         
144.77
9.500,0
0  

0              
3.790.5
00,00  

0              
-    

0            
151.595
.750,00  

0% 4,
07
% 

6         
1.062.0
17.750,

00  

14,
63
% 

9,
24
% 

        3
. 

Sub 
Kegiat
an 
Koordi
nasi 
dan 
Sinkro
nisasi 
dalam 
rangka 
Penyed
iaan 
Prasar

Jumlah 
Laporan 
Hasil 
Koordin
asi dan 
Sinkroni
sasi 
dalam 
rangka 
Penyedi
aan 
Prasara
na, 

5              
109.208.
413,00  

4              
75.387.
831,00  

1              
143.209.
905,10  

0               
3.135.5
00,00  

0          
40.202.
672,00  

0            
10.700.
000,00  

0              
-    

0              
54.038.
172,00  

0% 37
,7

3% 

4            
129.426
.003,00  

80,
00
% 

11
8,

51
% 
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ana, 
Sarana
, dan 
Utilitas 
Umum 
Perum
ahan 

Sarana 
dan 
Utilitas 
Umum 
Perumah
an 
(laporan) 

        4
. 

Sub 
Kegiat
an 
Sosiali
sasi 
Standa
r, 
Prosed
ur, dan 
Kriteria 
Serah 
Terima 
PSU 

Jumlah 
Pelaku 
Pemban
gunan 
yang 
Tersosial
isasikan 
Standar, 
Prosedur
, dan 
Kriteria 
Serah 
Terima 
PSU 
(kelompo
k) 

4              
300.100.
000,00  

0                               
-    

1                
64.268.7

50,00  

0                               
-    

0                            
-    

0                              
-    

0              
-    

0                               
-    

0% 0,
00
% 

0                               
-    

0,0
0% 

0,
00
% 

        5
. 

Sub 
Kegiat
an 
Perbai
kan 
Prasar
ana, 
Sarana
, dan 
Utilitas 
Umum 
di 
Perum
ahan 
untuk 
Menunj
ang 
Fungsi 
Hunian 

Jumlah 
Lokasi 
PSU 
Perumah
an yang 
Dilaksan
akan 
Perbaika
n 
(lokasi) 

4           
1.500.10
0.000,00  

0                               
-    

1              
113.448.
250,00  

0               
2.816.0
00,00  

0            
1.353.0
00,00  

0                 
975.00

0,00  

0              
-    

0               
5.144.0

00,00  

0,0
0% 

4,
53
% 

0               
5.144.0

00,00  

0,0
0% 

0,
34
% 

        7
. 

Sub 
Kegiat
an 
Verifik
asi 
dan 
Penyer

Jumlah 
Laporan 
Hasil 
Serah 
Terima 
PSU 
Perumah

25           
1.052.85
5.790,00  

5            
138.194
.439,00  

10              
145.708.
158,90  

0               
6.187.5
00,00  

0          
20.712.
500,00  

0              
5.907.5
00,00  

0              
-    

0              
32.807.
500,00  

0,0
0% 

22
,5

2% 

5            
171.001
.939,00  

20,
00
% 

16
,2

4% 
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ahan 
PSU 
Perum
ahan 
dari 
Penge
mbang 

an yang 
Terverifi
kasi dari 
Pengemb
ang 
(laporan) 

    Urusan 
Pemerintahan 
Wajib yang 
Tidak Berkaitan 

dengan 
Pelayanan Dasar 

                                            

    Bidang Urusan 

Pertanahan 

                                            

    7
. 

PROGRAM 
PENYELESAI
AN 
SENGKETA 

TANAH 
GARAPAN 

Persent
ase 
Terseles
aikanny

a Kasus 
Tanah 
Garapan 

yang 
Dilakuk
an 
Melalui 

Mediasi 
(%) 

1
0
0 

           
503.301
.700,00  

1
0
0 

             
3.179.0
00,00  

1
0
0 

                  
99.999.

000  

0                 
568.10
0,00  

0          
1.249.
600,00  

0            
2.207.7
00,00  

0               
-    

0              
4.025.4

00,00  

0% 4,
03
% 

2
0 

             
7.204.4

00,00  

20
% 

1,
43
% 

      1
. 

Kegiatan 
Penyelesai

an 
Sengketa 
Tanah 
Garapan 

dalam 
Daerah 
Kabupate

n/Kota 

Persenta
se 

Penyeles
aian 
Sengket
a Tanah 

Garapan 
(%) 

5              
503.301.

700,00  

1                
3.179.0

00,00  

1                     
99.999.0

00  

0                   
568.100

,00  

0             
1.249.6

00,00  

0              
2.207.7

00,00  

0               
-    

0                
4.025.4

00,00  

0% 4,
03

% 

1                
7.204.4

00,00  

20
% 

1,
43

% 

        1
. 

Sub 
Kegiat
an 
Medias
i 
Penyel
esaian 
Kasus 
Pertan
ahan 
dalam 

Jumlah 
Berita 
Acara 
Hasil 
Mediasi 
Penyeles
aian 
Kasus 
Pertana
han 
dalam 1 

5              
503.301.
700,00  

1               
3.179.0
00,00  

1                    
99.999.0

00  

0                  
568.100
,00  

0            
1.249.6
00,00  

0              
2.207.7
00,00  

0              
-    

0               
4.025.4

00,00  

0% 4,
03
% 

1               
7.204.4

00,00  

20
% 

1,
43
% 
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1 
(satu) 
Daerah 
Kabup
aten/K
ota 

(Satu) 
Daerah 
Kabupat
en/Kota 
(berita 
acara) 

    8

. 

PROGRAM 

PENYELESAI
AN GANTI 
KERUGIAN 
DAN 

SANTUNAN 
TANAH 
UNTUK 
PEMBANGUN

AN 

Persent

ase 
Penyele
saian 
Ganti 

Kerugia
n dan 
Santuna
n Tanah 

untuk 
Pemban
gunan 
(%) 

1

0
0 

      

30.136.
131.200

,00  

1

0
0 

           

49.542.
300,00  

1

0
0 

             

5.149.9
88.811  

50       

2.941.3
25.000,
00  

0        

15.010
.978,0
0  

0          

15.806.
178,00  

0               

-    

5

0 

      

2.972.1
42.156,

00  

50

% 

57

,7
1
% 

3

0 

      

3.021.6
84.456,

00  

30

% 

10

,0
3
% 

      1
. 

Kegiatan 
Penyelesai
an 

Masalah 
Ganti 
Kerugian 
dan 

Santunan 
Tanah 
untuk 
Pembangu

nan oleh 
Pemerinta
h Daerah 
Kabupate

n/Kota 

Jumlah 
Laporan 
Hasil 

Penyeles
aian 
Masalah 
Ganti 

Kerugia
n dan 
Santuna
n Tanah 

untuk 
Pemban
gunan 
oleh 

Pemerin
tah 
Daerah 
Kabupat

en/Kota 
(laporan) 

5          
30.136.1
31.200,0

0  

1              
49.542.
300,00  

1                
5.149.98

8.811  

0          
2.941.3
25.000,

00  

0           
15.010.
978,00  

0             
15.806.
178,00  

0               
-    

0          
2.972.1
42.156,

00  

0% 57
,7
1

% 

1          
3.021.6
84.456,

00  

20
% 

10
,0

3% 

        1
. 

Sub 
Kegiat
an 
Koordi
nasi 
dan 
Sinkro
nisasi 
Penyel

Jumlah 
Dokume
n 
Koordin
asi dan 
Sinkroni
sasi 
Penyeles
aian 

6              
160.100.
000,00  

2              
49.542.
300,00  

1                   
149.999.

911  

0                               
-    

0               
13.610.2
78,00  

0            
15.806.
178,00  

0              
-    

0              
29.416.
456,00  

0% 19
,6

1% 

2              
78.958.
756,00  

33,
33
% 

49
,3

2% 
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esaian 
Masala
h Ganti 
Kerugi
an dan 
Santun
an 
Tanah 
untuk 
Pemba
nguna
n oleh 
Pemeri
ntah 
Daerah 
Kabup
aten/K
ota 

Masalah 
Ganti 
Kerugia
n dan 
Santuna
n Tanah 
untuk 
Pemban
gunan 
Oleh 
Pemerint
ah 
Daerah 
Kabupat
en/Kota 
(dokume
n) 

        2
. 

Sub 
Kegiat
an 
Penyel
esaian 
Masala
h Ganti 
Kerugi
an 
Tanah 
untuk 
Pemba
nguna
n oleh 
Pemeri
ntah 
Daerah 
Kabup
aten/K
ota 

Jumlah 
Laporan 
Penyeles
aian 
Permasa
lahan 
Ganti 
Kerugia
n Tanah 
untuk 
Pemban
gunan 
(laporan) 

4         
29.945.9
31.200,0

0  

0                               
-    

1                
4.999.98

8.900  

1         
2.941.3
25.000,
00  

0            
1.400.7
00,00  

0                              
-    

0              
-    

1,
00 

        
2.942.7
25.700,

00  

10
0,0
0% 

58
,8

5% 

1         
2.942.7
25.700,

00  

25,
00
% 

9,
83
% 

    9
. 

PROGRAM 
REDISTRIBU
SI TANAH, 
DAN GANTI 

KERUGIAN 
PROGRAM 
TANAH 
KELEBIHAN 

MAKSIMUM 
DAN TANAH 
ABSENTEE 

Persent
ase 
Tersedi
anya 

Tanah 
yang 
siap 
Diredist

ribusika
n 
(%) 

1
6,
6
7 

           
570.500
.000,00  

0                                
-    

4,
1
7 

                  
99.999.

845  

0                                
-    

8,
3
3 

       
99.436
.400,0
0  

0                              
-    

0               
-    

8,
3
3 

           
99.436.
400,00  

19
9,7
6% 

99
,4
4
% 

8,
3
3 

           
99.436.
400,00  

50
% 

17
,4
3
% 
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      1
. 

Kegiatan 
Penetapan 
Subjek 
dan Objek 

Redistribu
si Tanah 
serta 
Ganti 

Kerugian 
Tanah 
Kelebihan 
Maksimu

m dan 
Tanah 
Absentee 
dalam 1 

(satu) 
Daerah 
Kabupate

n/Kota 

Persenta
se 
Penetap
an 

Redistri
busi 
Tanah  
(%) 

4              
510.400.
000,00  

0                               
-    

1                     
99.999.8

45  

0                               
-    

1           
99.436.
400,00  

0                              
-    

0               
-    

1,
00 

             
99.436.
400,00  

10
0,0
0% 

99
,4
4
% 

1              
99.436.
400,00  

25
% 

19
,4

8% 

        1
. 

Sub 
Kegiat
an 
Koordi
nasi 
dalam 
rangka 
Penata
an 
Aset 
Reform
a 
Agraria 

Jumlah 
Berita 
Acara 
dalam 
rangka 
Koordin
asi 
Penataa
n Aset 
Reforma 
Agraria 
(berita 
acara) 

4                
60.100.0

00,00  

0                               
-    

1                    
99.999.8

45  

0                               
-    

1          
99.436.
400,00  

0                              
-    

0              
-    

1,
00 

             
99.436.
400,00  

10
0,0
0% 

99
,4

4% 

1              
99.436.
400,00  

25
% 

16
5,

45
% 

  JUMLAH ANGGARAN   

      

25.288.
464.598

,00  

  

      

4.817.4
31.165,

00  

  

  

4.994.
862.23

4,00  

  

    

2.159.1
92.833,

00  

      

    

11.971.
486.23

2,00  

      

  

  Rata-rata capaian kinerja PROGRAM (%)                 

  

  78,
01

% 

    

  Predikat Kinerja PROGRAM                 
  

  Tin
ggi 

    

  Rata-rata capaian kinerja KEGIATAN (%)                 

  

  66,
59
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ng 

  Rata-rata capaian kinerja SUBKEGIATAN (%)                 

  

  43,
22

% 

    

  Predikat Kinerja SUBKEGIATAN                 

  

  Sa
ng

at 
ren
da
h 

    

  Faktor pendorong keberhasilan 
kinerja : 

(1) Terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Perangkat Daerah terkait, sehingga 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; (2) Proses administrasi dan tahapan pengadaan barang/jasa telah berjalan sesuai jadwal, sehingga pelaksanaan 
pekerjaan fisik pada beberapa sub kegiatan dapat segera dimulai dan direalisasikan; dan (3) Tersedianya data pendukung serta pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi secara berkala, melalui rapat koordinasi, monitoring lapangan, dan pelaporan progres kegiatan, sebagai dasar pengambilan keputusan. 

  Faktor penghambat pencapaian 
kinerja : 

(1) Hasil survei dan verifikasi lapangan menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian jenis pekerjaan, lokasi, dan volume berdasarkan skala prioritas, sehingga 
berdampak pada perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan, khususnya untuk kegiatan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan dan 
permukiman; dan (2) Kegiatan appraisal dan pemberian ganti rugi tanah untuk pelebaran jalan Sidogiri belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu 

penyelesaian Feasibility Study (FS) dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi. 

  Tindak lanjut yang diperlukan dalam 
triwulan berikutnya : 

(1) Melakukan penyesuaian perencanaan dan jadwal pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil survei dan verifikasi lapangan, disertai koordinasi dengan pihak 
terkait untuk menetapkan kembali jenis pekerjaan, lokasi, dan volume berdasarkan skala prioritas agar target kinerja tetap dapat tercapai sesuai ketentuan;        

(2) Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi terkait penyusunan Feasibility Study (FS) sebagai 
dasar pelaksanaan kegiatan appraisal dan ganti rugi tanah untuk pelebaran Jalan Sidogiri. 

  Tindak lanjut yang diperlukan dalam 

Renja berikutnya : 

(1) Pengusulan peningkatan alokasi anggaran sesuai kebutuhan riil di lapangan; (2) Penyempurnaan perencanaan program dan kegiatan berbasis data;       

(3) Penguatan sinergi dengan pemerintah pusat/provinsi dan pihak swasta; dan (4) Peningkatan kapasitas SDM. 



II-22 
 

Berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan, dan 

subkegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Pasuruan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, 

dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Rata-rata capaian kinerja program sampai dengan 

Triwulan II mencapai 78,01%, yang termasuk dalam 

kategori tinggi. 

b. Rata-rata capaian kinerja kegiatan sampai dengan 

Triwulan II mencapai 66,59%, yang termasuk dalam 

kategori sedang. 

c. Rata-rata capaian kinerja subkegiatan sampai dengan 

Triwulan II mencapai 43,22%, yang termasuk dalam 

kategori sangat rendah. 

d. Rendahnya realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan 

II disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran 

serta proses pergeseran anggaran yang masih 

berlangsung. 

2.2 Isu-Isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Pasuruan mempunyai tugas dan fungsi pokok membantu Bupati 

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan 

permukiman dan di bidang pertanahan serta tugas pembantuan. 

Adapun isu-isu aktual yang dihadapi Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut : 

a. Masih rendahnya penanganan kawasan kumuh skala 

kawasan di Kabupaten Pasuruan.  

 Berdasarkan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 

663/844/HK/424.013/2021 tentang Penetapan Lokasi 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten 

Pasuruan yang telah direview dengan Keputusan Bupati 

Pasuruan Nomor : 100.3.3.2/723/HK/424.013/2025 tentang 

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di 

Kabupaten Pasuruan, dijelaskan bahwa lokasi perumahan 
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kumuh dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten 

Pasuruan merupakan satuan perumahan dan permukiman 

dalam lingkup wilayah kabupaten yang dinilai tidak layak 

huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan 

bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana 

dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Lokasi 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten 

Pasuruan pada SK Bupati tahun 2021 meliputi 80 kawasan 

di 8 kecamatan dengan total luas 543,75 Ha, dan 

berdasarkan hasil tinjauan kembali pada SK Bupati      

tahun 2025 ditetapkan terdapat 79 kawasan kumuh di         

8 kecamatan dengan total luas 440,44 Ha. Penanganan 

kawasan kumuh di Kabupaten Pasuruan dimulai sejak 

tahun 2019 dengan penanganan sebagai berikut :  

Tabel 2.2 
Capaian Penanganan Kumuh di Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2019 – 2025 

No. Tahun  
Penanganan 

kumuh  
(Ha) 

Akumulasi 
capaian  

(Ha) 

Akumulasi 
capaian 

1 2019 19,77 19,77 3,64% 

2 2020 21,92 41,69 7,67% 

3 2021 32,82 74,51 13,70% 

4 2022 5,70 80,21 14,75% 

5 2023 15,7 95,91 17,64% 

6 2024 4,07 99,98 18,39% 

7 2025 73,84 173,82 31,97% 

  Jumlah 173,82     

 

Penanganan kawasan kumuh yang dilaksanakan oleh                  

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Pasuruan pada periode tahun 2019 – 2024 belum 

sepenuhnya terfokus pada penanganan berbasis skala 

kawasan, sehingga upaya pengurangan luas kawasan 

kumuh belum berjalan secara optimal.  

b. Belum optimalnya penyerahan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum (PSU) perumahan kepada Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan, yang ditandai dengan masih 

banyaknya perumahan yang belum menyelesaikan proses 

penyerahan administrasi maupun fisik, sehingga 
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memerlukan penguatan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi 

kepada pengembang untuk menjamin keberlanjutan 

pengelolaan aset perumahan dan pelayanan kepada 

masyarakat. Optimalisasi penyerahan PSU menjadi salah 

satu langkah strategis untuk menjamin kepastian status aset 

daerah, meningkatkan efektivitas pengelolaan dan 

pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, 

mendukung penyediaan pelayanan dasar yang berkelanjutan 

bagi masyarakat, serta mewujudkan kawasan perumahan 

yang layak huni, aman, nyaman, dan berkelanjutan. 

c. Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah akibat masih tingginya 

jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), keterbatasan 

kemampuan pembiayaan pemerintah daerah, belum 

optimalnya akses masyarakat terhadap pembiayaan 

perumahan, kebutuhan penyediaan lahan yang legal, siap 

bangun, dan sesuai dengan rencana tata ruang, serta 

perlunya peningkatan kualitas kawasan permukiman 

kumuh. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam 

mendukung pelaksanaan Program Nasional 3 Juta Rumah, 

yang bertujuan untuk mempercepat penyediaan hunian 

layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan bagi 

masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(MBR). 

 Dalam mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah, 

Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu memperkuat sinergi 

antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah 

daerah, pengembang perumahan, perbankan, serta para 

pemangku kepentingan lainnya melalui penyediaan lahan 

yang siap dibangun, percepatan perizinan, fasilitasi 

pembangunan rumah bagi MBR, peningkatan kualitas RTLH, 

pengembangan rumah swadaya, serta peningkatan kualitas 

infrastruktur dasar permukiman. Selain itu, diperlukan 

optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan, baik 

APBN, APBD, pembiayaan perbankan, maupun partisipasi 
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badan usaha melalui skema kemitraan dan tanggung jawab 

sosial perusahaan (CSR). 

 Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mampu 

meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak 

huni, tetapi juga mendukung pengurangan backlog 

perumahan, menurunkan luas kawasan kumuh, 

meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, serta 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor 

perumahan dan konstruksi yang memiliki efek berganda 

(multiplier effect) terhadap penciptaan lapangan kerja, 

peningkatan investasi, dan kesejahteraan masyarakat. 

d. Belum optimalnya kemampuan dan wawasan sumber daya 

manusia (SDM) aparatur sesuai dengan kompetensi di 

bidangnya, yang ditandai dengan masih terbatasnya 

penguasaan terhadap perkembangan regulasi, kebijakan, 

standar teknis, pemanfaatan teknologi informasi, serta 

inovasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman. 

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap optimalisasi 

pelaksanaan tugas, kualitas perencanaan, pelaksanaan 

program dan kegiatan, pengelolaan data, serta 

penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin dituntut 

cepat, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika 

pembangunan. 

 Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan penguatan 

kapasitas aparatur melalui pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi kompetensi, 

workshop, studi lapangan, serta pengembangan kompetensi 

lainnya secara berkelanjutan sesuai kebutuhan jabatan dan 

bidang tugas. Selain itu, perlu didukung dengan penguatan 

budaya kerja yang profesional, kolaboratif, berorientasi pada 

hasil, serta pemanfaatan teknologi digital dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

 Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN diharapkan 

mampu menghasilkan aparatur yang profesional, adaptif, 

inovatif, dan berintegritas sehingga mampu meningkatkan 
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kualitas tata kelola pemerintahan, mendukung pencapaian 

target pembangunan bidang perumahan dan kawasan 

permukiman, serta meningkatkan daya saing Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan di tingkat regional maupun nasional. 
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BAB III 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah 

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran visi dan misi 

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu 

sampai lima tahun ke depan. Dalam hal ini, Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan berkewajiban 

memberikan dukungan serta turut bertanggung jawab terhadap 

tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi 

dan bidang kewenangannya. 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman Kabupaten mengacu pada RPJMD 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029, dengan tujuan 

“Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan 

Berkelanjutan” dan sasaran “Meningkatnya Kualitas 

Lingkungan”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan 

tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Pasuruan yaitu “Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau 

dan Berkelanjutan”, dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai 

berikut : 

(1) Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh. 

(2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. 

Untuk lebih detail dan jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 3.1 

Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2026 

 

No. 
Renstra Perangkat Daerah  

Tahun 2025 -2029 
IKU/ 

SPM/IKK 
Satuan 

Realisasi 
2025 

Target 2026 

Keterangan 
Awal  Perubahan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
IKU PD   

        

  

1 Tujuan  PD :  
Terpenuhinya Akses Hunian Layak, 
Terjangkau dan Berkelanjutan 

            

  Indikator :             

  Persentase Rumah Tangga dengan Akses 
Hunian Layak, Terjangkau dan 
Berkelanjutan 

IKU % 76,83 79,28 79,28 Data capaian realisasi tahun 2025 diperoleh dari BPS Provinsi 
Jawa Timur 

1.1 Sasaran PD :  
Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh   

          

  Indikator :             
  Persentase Kawasan Permukiman Kumuh IKU % 68,03 67,11 67,11 Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menerima 

bantuan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk 
penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Bendomungal, 
Kecamatan Bangil 

1.2 Sasaran PD :  
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 
Perangkat Daerah 

            

  Indikator :             

  Nilai SAKIP Perangkat Daerah IKU Nilai 83,35 83,37 83,37   

  
Indikator SPM/IKK   

        

  

1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak 
huni bagi korban bencana kabupaten/kota 

SPM % 100 100 100   
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2 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi 
masyarakat terdampak relokasi program 
pemerintah kabupaten/kota 

SPM % - - - Pemerintah Kabupaten Pasuruan belum menetapkan kebijakan 
terkait program relokasi 

3 Persentase Warga Negara Korban Bencana 
Kabupaten/Kota yang Memperoleh Rumah 
Layak Huni 

IKK % 100 100 100   

4 Persentase Luas Kawasan Permukiman 
Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani 

IKK % 1152,40 100 100 Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menerima 
bantuan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk 
penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Bendomungal, 

Kecamatan Bangil 

5 Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang 
Tertangani 

IKK % 98,90 100 100 Tahun 2025 belum mencapai 100% disebabkan oleh beberapa 
faktor, antara lain: 
- Calon penerima bantuan sosial belum memenuhi persyaratan 
administrasi. 
- Masyarakat belum siap untuk melaksanakan swadaya. 

6 Persentase Perumahan yang sudah 
Dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas 
Umum 

IKK % 100 100 100 Tahun 2025 terdapat pemeliharaan drainase lingkungan di 
Perumahan Kebon Candi Permai, Desa Karangsentul, 
Kecamatan Gondangwetan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



III-4 
 

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh        

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Pasuruan pada Perubahan Renja Tahun 2026 sebagai berikut : 

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

• Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah. 

• Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

• Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 

• Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN. 

• Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. 

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

• Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi. 

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

• Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 

• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik. 

• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor. 

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 
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• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan. 

• Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel. 

• Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya. 

• Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya. 

7. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

• Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. 

• Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor. 

• Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. 

• Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan. 

• Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD. 

II. Program Pengembangan Perumahan 

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah 

Korban Bencana atau Relokasi Program 

Kabupaten/Kota 

• Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah 

Akibat Bencana. 

2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban 

Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 

• Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban 

Bencana. 

III. Program Kawasan Permukiman 

1. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan 

Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 

(Sepuluh) Ha 

• Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi 

Kebijakan Bidang PKP 
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2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

• Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi 

Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh. 

• Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan 

Pemrukiman Kumuh. 

IV. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 

1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 

• Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 

untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan 

Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar 

Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di 

Bawah 10 (Sepuluh) Ha. 

V. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum (PSU) 

1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 

• Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU 

Perumahan. 

• Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan 

Utilitas Umum di Perumahan. 

• Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam 

rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Umum Perumahan. 

• Sub Kegiatan Sosialisasi Standar, Prosedur, dan 

Kriteria Serah Terima PSU. 

• Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum di Perumahan. 

• Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU 

Perumahan dari Pengembang. 

VI. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 

1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 

Daerah Kabupaten/Kota 

• Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus 

Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. 
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VII. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan untuk 

Pembangunan 

1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan 

Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

• Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan 

Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota. 

• Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian 

Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota. 

VIII. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program 

Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee 

1. Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi 

Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum 

dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

• Sub Kegiatan Koordinasi dalam rangka Penataan 

Aset Reforma Agraria. 

Dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Pasuruan pada tahun 2026 tersebut diatas, program 

yang mendukung Prioritas Pembangunan Daerah dapat dilihat 

pada tabel berikut:
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Tabel 3.2 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 

N
O 

PRIORITAS 
PEMBANGUN
AN DAERAH 
TAHUN 2026 

33 PROGRAM 
PRIORITAS 

BUPATI 
PROGRAM KEGIATAN 

SUB 
KEGIATAN 

PAGU ANGGARAN  
TARGET INDIKATOR 

KINERJA 
REALISASI SAMPAI 

DENGAN TRIWULAN 2 

CATATAN 

AWAL PERUBAHAN AWAL PERUBAHAN KINERJA ANGGARAN 

1 Peningkatan 

kuantitas, 
kualitas dan 
kontinyuitas 
bahan 

baku/sumber 
daya 
alam/agro 
untuk 

pasokan 
industri/ 
usaha 
pengelolahan 

dan ketahanan 
pangan 
dengan 
penyediaan 

infrastruktur 
yang 
berkualitas 

Penataan 

kawasan 
kumuh/kawas
an nelayan dan 
Pembangunan 

infrastruktur 
pendukung 
(tambatan 
perahu, 

tangkis laut, 
dan lainnya) 
untuk petani 
tambak dan 

nelayan 

Kawasan 

Permukima
n 

Peningkatan 

Kualitas 
Kawasan 
Permukiman 
Kumuh 

dengan Luas 
di Bawah 10 
(Sepuluh) Ha 

Pelaksanaa

n 
Pemugaran 
Kawasan 
Permukima

n Kumuh 

    

3.505.055.680,
00  

    

3.151.594.180,
00  

10 Ha 8 Ha 0     

1.295.542.5
56,00 

Pengurangan 

pada rekening : 
- Belanja Barang 
untuk 
Dijual/Diserahka

n kepada 
Masyarakat (-) 
Rp. 
273.461.500,- 

- -Blanja 
Bantuan Sosial 
Uang yang 
Direncanakan 

kepada Individu 
(-) Rp. 
80.000.000,- 

2 Peningkatan 
kuantitas, 
kualitas dan 
kontinyuitas 

bahan 
baku/sumber 
daya 
alam/agro 

untuk 
pasokan 
industri/ 
usaha 

pengelolahan 
dan ketahanan 
pangan 
dengan 

penyediaan 

Peningkatan 
infrastruktur 
jalan menuju 
pusat-pusat 

produksi 
pertanian, 
peternakan 
dan perikanan 

serta 
dukungan 
infrastruktur 
menuju daerah 

wisata 

Peningkata
n 
Prasarana, 
Sarana dan 

Utilitas 
Umum 
(PSU) 

Urusan 
Penyelenggara
an PSU 
Perumahan 

Penyediaan 
Prasarana, 
Sarana, 
dan 

Utilitas 
Umum di 
Perumahan 

    
3.725.913.349,

40  

    
5.725.300.733,

90  

18 
lokasi 

27 lokasi 0        
151.595.75

0,00 

Pengurangan 
rekening pada : 
- Belanja Barang 
untuk 

Dijual/Diserahka
n kepada 
Masyarakat (-) 
Rp. 

296.971.879,50 
Penambahan 
pada rekening : 
- Belanja Modal 

Bangunan 
Gedung Tempat 
Kerja Lainnya (+) 
Rp. 98.859.264,- 

- Belanja Barang 
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infrastruktur 
yang 

berkualitas 

untuk Dijual/ 
Diserahkan 

kepada 
Masyarakat (+) 
Rp.2.197.500.00
0,- (untuk 

pembangunan 
MCK dan 
jamban) 
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Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan mendukung 

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026, khususnya dalam 

peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas bahan 

baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri usaha 

pengelolaan dan ketahanan pangan melalui penyediaan 

infrastruktur yang berkualitas. Dukungan tersebut diwujudkan 

melalui pelaksanaan Program Kawasan Permukiman serta 

Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

(PSU). 

Pada sektor kawasan permukiman, Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman melaksanakan kegiatan peningkatan 

kualitas kawasan permukiman kumuh dengan sub kegiatan 

pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh. Kegiatan 

ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian 

masyarakat, mendukung terciptanya kawasan yang layak huni, 

sehat, dan produktif, serta menunjang aktivitas ekonomi 

masyarakat di wilayah pesisir maupun kawasan pendukung 

pertanian dan perikanan. 

Selain itu, melalui Program Peningkatan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman melaksanakan penyelenggaraan PSU 

perumahan berupa penyediaan dan perbaikan prasarana, sarana, 

dan utilitas umum di permukiman dan perumahan. Kegiatan 

tersebut mendukung peningkatan aksesibilitas dan kualitas 

infrastruktur permukiman sehingga mampu menunjang 

konektivitas menuju pusat-pusat produksi pertanian, 

peternakan, dan perikanan serta mendukung pengembangan 

kawasan wisata. 

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan dalam 

mendukung terwujudnya infrastruktur permukiman yang 

berkualitas, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta 

pengurangan kawasan kumuh secara berkelanjutan. 
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Tabel 3.2.1 

Rencana Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sisa Anggaran 
Penambahan / 
Pengurangan 

Anggaran 

Sisa Anggaran 

Setelah 
Penambahan/ 
Pengurangan 

Rencana Pelaksanaan Tagging 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

5.135.716.261,60 -312.302.296,73 4.823.413.964,87 
  

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

61.297.974,85 -32.633.450,00 28.664.524,85 
  

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 38.690.574,85 -20.889.350,00 17.801.224,85 Agustus - Desember 
 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

22.607.400,00 -11.744.100,00 10.863.300,00 Agustus - Desember 
 

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.548.547.350,60 -111.717.701,73 3.436.829.648,87 
  

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.433.923.918,60 -112.200.101,73 3.321.723.816,87 Agustus - Desember 
 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 53.873.432,00 482.400,00 54.355.832,00 Agustus - Desember 
 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60.750.000,00 0 60.750.000,00 Agustus - Desember 
 

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 155.604.120,00 -43.008.060,00 112.596.060,00 
  

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 155.604.120,00 -43.008.060,00 112.596.060,00 Agustus - Desember 
 

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 600.763.383,15 -322.564.750,00 278.198.633,15 
  

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 169.112,94 0 169.112,94 Sudah terlaksana  
 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.456.307,00 0 14.456.307,00 Agustus - September 
 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.369.770,71 0 18.369.770,71 Agustus - September 
 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.891.736,50 -1.019.850,00 2.871.886,50 Agustus - September 
 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 563.876.456,00 -321.544.900,00 242.331.556,00 Agustus - Desember 
 

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

45.270.129,00 231.945.265,00 277.215.394,00 
  

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 45.270.129,00 231.945.265,00 277.215.394,00 Oktober - November 
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Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 219.514.709,00 47.458.930,00 266.973.639,00 
  

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.115.500,00 -5.500,00 2.110.000,00 Oktober - November 
 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 173.953.864,00 -11.300.000,00 162.653.864,00 Agustus - Desember 
 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 43.445.345,00 58.764.430,00 102.209.775,00 Agustus - Desember 
 

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

504.718.595,00 -81.782.530,00 422.936.065,00 
  

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

340.601.175,00 -100.866.770,00 239.734.405,00 Agustus - Desember 
 

Pemeliharaan Mebel 6.080.580,00 -4.981.680,00 1.098.900,00 Oktober - November 
 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 111.000.000,00 45.187.000,00 156.187.000,00 Oktober - Desember 
 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

47.036.840,00 -21.121.080,00 25.915.760,00 Agustus - Desember 
 

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 207.982.100,00 20.321.850,00 228.303.950,00 
  

Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 
atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 

6.369.000,00 20.321.850,00 26.690.850,00 
  

Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 6.369.000,00 20.321.850,00 26.690.850,00 Agustus - Desember SPM 

Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 
Relokasi Program Kabupaten/Kota 

201.613.100,00 0,00 201.613.100,00 
  

Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 201.613.100,00 0 201.613.100,00 Agustus - September - SPM 
- ProSN 

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM 
(PSU) 

4.236.815.989,40 1.912.401.041,37 6.149.217.030,77 
  

Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 4.236.815.989,40 1.912.401.041,37 6.149.217.030,77 
  

Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 266.479.998,00 0 266.479.998,00 Agustus - Desember Mendukung fungsi 
infrastruktur 

Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan 3.578.108.099,40 1.999.387.384,50 5.577.495.483,90 Agustus - Desember Asta Cita 

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum Perumahan 

99.871.733,10 -10.305.250,00 89.566.483,10 Agustus - Desember Mendukung fungsi 
infrastruktur 

Sosialisasi Standar, Prosedur, dan Kriteria Serah Terima PSU 64.268.750,00 -38.615.000,00 25.653.750,00 Agustus - Desember Mendukung fungsi 
pendidikan 

Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 109.279.250,00 -763,68 109.278.486,32 Agustus - Desember Asta Cita 

Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang 118.808.158,90 -38.065.329,45 80.742.829,45 Agustus - Desember 
 

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 3.415.474.973,00 -253.461.500,00 3.162.013.473,00 
  

Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 
dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 
  

Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Oktober - Desember Mendukung fungsi 
infrastruktur 
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Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 
di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

3.415.474.973,00 -353.461.500,00 3.062.013.473,00 
  

Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh 140.000.000,00 0 140.000.000,00 Agustus - Desember Mendukung fungsi 
infrastruktur 

Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh 3.275.474.973,00 -353.461.500,00 2.922.013.473,00 Agustus - Desember Mendukung fungsi 
infrastruktur 

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 169.367.147,00 -53.019.750,00 116.347.397,00 
  

Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah 
Kabupaten/Kota 

169.367.147,00 -53.019.750,00 116.347.397,00 
  

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh 

dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman 
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

169.367.147,00 -53.019.750,00 116.347.397,00 Untuk pekerjaan fisik dan 

penyaluran bansos sudah 
selesai dilaksanakan, tinggal 
kegiatan rapat koordinasi 
dan monev untuk 

mendukung pelaksanaan 
BSPS dari Kementerian 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

- Asta Cita 

- ProSN 

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 98.181.300,00 -90.954.250,00 7.227.050,00 
  

Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

98.181.300,00 -90.954.250,00 7.227.050,00 
  

Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

98.181.300,00 -90.954.250,00 7.227.050,00 Agustus - Desember 
 

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH 
UNTUK PEMBANGUNAN 

2.193.652.832,50 2.193.652.832,50 11.212.859.692,50 
  

Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk 
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

2.193.652.832,50 9.019.206.860,00 11.212.859.692,50 
  

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan 

Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

136.389.632,50 -80.482.315,00 55.907.317,50 Agustus - Desember Mendukung fungsi 

infrastruktur 

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh 

Pemerintah Daerah Kab/Kota 

2.057.263.200,00 9.099.689.175,00 11.156.952.375,00 Oktober - Desember Mendukung fungsi 

infrastruktur 

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM 
TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 

563.444,50 55.000.000,00 55.563.444,50 
  

Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah 
Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

563.444,50 55.000.000,00 55.563.444,50 
  

Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria 563.444,50 55.000.000,00 55.563.444,50 Oktober - Desember - Asta Cita 
- Mendukung fungsi 

infrastruktur 
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Selain mendukung prioritas pembangunan daerah, Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan juga 

turut berperan dalam mendukung Program, Kegiatan, dan Sub 

Kegiatan Pendukung Asta Cita serta Program Strategis Nasional 

Tahun 2026, sebagaimana diuraikan berikut ini: 
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Tabel 3.3 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Asta Cita dan Program Strategis Nasional Tahun 2026 

NO
. 

ASTA CITA 

PROGRA

M 
STRATEG

IS 
NASIONA

L 
(PROSN) 

PROGRAM 

STRATEGI
S 

NASIONAL 
(PROSN) 

TEMATIK 

PROGRA
M 

KEGIATAN 
SUB 

KEGIATAN 

PAGU ANGGARAN 
TARGET 

INDIKATOR 
KINERJA 

REALISASI SAMPAI 
DENGAN TRIWULAN 2 

CATATAN 

AWAL PERUBAHAN AWAL 
PERUBA

HAN 

KINERJ

A 
ANGGARAN 

1 Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 

untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 

pemerataan 
ekonomi, dan 
pemberantas
an 

kemiskinan 

Pengentas
an 
Kemiskina

n 

Pembangun
an Tiga 
Juta 

Rumah 

Perumaha
n dan 
Kawasan 

Permukim
an 
Kumuh 

Pencegahan 
Perumahan 
dan Kawasan  

Permukiman 
Kumuh pada 
Daerah 

Kabupaten/K
ota 

Perbaikan 
Rumah 
Tidak Layak 

Huni untuk 
Pencegahan 
Terhadap 

Tumbuh dan 
Berkembang
nya 
Permukiman 

Kumuh di 
Luar 
Kawasan 
Permukiman 

Kumuh 
dengan Luas 
di Bawah 10 
(Sepuluh) Ha 

 
2.749.996.645

,00  

 
2.696.976.895
,00  

125 
unit 

rumah 

125 unit 
rumah 

125 unit 
rumah 

 
2.624.257.29
8,00  

Pengurangan pada 
rekening : 
- Belanja Alat/Bahan 

Kegiatan Kantor - 
Belanja Cetak (-) Rp. 
555.000,- 

- Belanja Mamin 
Rapat (-) Rp. 
20.651.000,- 
- Belanja Perdin 

Paket Meeting Luar 
Kota (-) Rp. 
33.000.000,- 
Penambahan pada 

rekening : 
- Belanja Bahan-
Bahan Bakar dan 
Pelumas (+) Rp. 

1.186.250,- 

3 Membangun 
dari desa dan 

dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 

pemerataan 
ekonomi, dan 
pemberantas
an 

kemiskinan 

Tidak Ada Tidak Ada Peningkat
an 

Prasarana
, Sarana 
dan 
Utilitas 

Umum 
(PSU) 

Urusan 
Penyelenggar

aan PSU  
Perumahan 

Penyediaan 
Prasarana, 

Sarana, dan 
Utilitas 
Umum di 
Perumahan  

 
3.725.913.349

,40  

 
5.725.300.733

,90  

18 
lokasi 

27 lokasi 0     
151.595.750,

00  

Pengurangan 
rekening pada : 

- Belanja Barang 
untuk 
Dijual/Diserahkan 
kepada Masyarakat (-

) Rp. 296.971.879,50 
Penambahan pada 
rekening : 
- Belanja Modal 

Bangunan Gedung 
Tempat Kerja Lainnya 
(+) Rp. 98.859.264,- 
- Belanja Barang 

untuk Dijual/ 
Diserahkan kepada 
Masyarakat (+) 
Rp.2.197.500.000,- 
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(untuk pembangunan 
MCK dan jamban) 

4 Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 

untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 

ekonomi, dan 
pemberantas
an 
kemiskinan 

Tidak Ada Tidak Ada Peningkat
an 
Prasarana

, Sarana 
dan 
Utilitas 
Umum 

(PSU) 

Urusan 
Penyelenggar
aan PSU  

Perumahan 

Perbaikan 
Prasarana, 
Sarana, dan 

Utilitas 
Umum di 
Perumahan  

    
113.448.250,0
0  

    
113.447.486,3
2  

1 
lokasi 

1 lokasi 0         
5.144.000,00  

Pengurangan pada 
rekening : 
Belanja Pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan - 
Jalan Jalan Lainnya 
(-) Rp. 763,68,- 

5 Melanjutkan 
pengembanga
n 
infrastruktur 

dan 
meningkatka
n lapangan 

kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa

n, 
mengembang
kan industri 
kreatif serta 

mengembang
kan 
agromaritim 
industri di 

sentra 
produksi 
melalui peran 
aktif koperasi  

Tidak Ada Tidak Ada Redistribu
si Tanah, 
dan Ganti 
Kerugian 

Program 
Tanah 
Kelebihan 

Maksimu
m dan 
Tanah 
Absentee 

Penetapan 
Subjek dan 
Objek 
Redistribusi 

Tanah serta 
Ganti 
Kerugian 

Tanah 
Kelebihan 
Maksimum 
dan Tanah 

Absentee 
dalam 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/K

ota 

Koordinasi 
dalam 
rangka 
Penataan 

Aset Reforma 
Agraria 

      
99.999.844,50  

    
154.999.844,5
0  

1 berita 
acara 

2 berita 
acara 

0       
99.436.400,0
0  

Penambahan pada 
rekening : 
- Belanja Jasa 
Konsultansi 

Berorientasi Layanan 
- Jasa Studi 
Penelitian dan 

Bantuan Teknis (+) 
Rp. 55.000.000,- 
Penyesuaian belanja 
untuk belanja jasa 

survey Identifikasi 
Perencanaan 
Pemanfaatan Tanah 
Kas Desa (TKD) 
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Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Pasuruan turut mendukung pelaksanaan Asta Cita dan Program 

Strategis Nasional Tahun 2026, khususnya dalam upaya 

membangun dari desa dan dari bawah untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas infrastruktur 

permukiman. Dukungan tersebut diwujudkan melalui 

pelaksanaan berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang 

berorientasi pada peningkatan kualitas hunian masyarakat, 

pengurangan kawasan kumuh, serta penyediaan prasarana, 

sarana, dan utilitas umum yang memadai. 

Melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kumuh, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Pasuruan mendukung Program Strategis Nasional Pengentasan 

Kemiskinan dan Program Tiga Juta Rumah melalui kegiatan 

pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh. 

Implementasi kegiatan tersebut dilakukan melalui Sub Kegiatan 

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap 

Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar 

Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luasan di Bawah 10 Ha. 

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas hunian 

masyarakat berpenghasilan rendah sehingga tercipta lingkungan 

permukiman yang lebih layak, sehat, dan aman. 

Selain itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

juga melaksanakan Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum (PSU) melalui kegiatan penyelenggaraan PSU 

perumahan, baik berupa penyediaan maupun perbaikan 

prasarana, sarana, dan utilitas umum di kawasan perumahan. 

Program ini mendukung peningkatan kualitas lingkungan 

permukiman serta menunjang konektivitas dan pelayanan dasar 

masyarakat. 

Dalam mendukung agenda pembangunan infrastruktur 

dan reformasi agraria, Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman juga berperan melalui kegiatan redistribusi tanah, 

ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah 

absentee, yang dilaksanakan melalui koordinasi dalam rangka 

penataan aset reforma agraria. Kegiatan ini mendukung tertib 
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administrasi pertanahan serta optimalisasi pemanfaatan lahan 

bagi kepentingan masyarakat. 

Di samping itu, melalui Program Pengembangan 

Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban 

bencana atau relokasi program kabupaten/kota, dengan                

Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana. Kegiatan 

tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam 

penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat terdampak 

bencana sekaligus meningkatkan ketahanan permukiman. 

Dengan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan 

tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kabupaten 

Pasuruan berkontribusi dalam mendukung pencapaian Asta Cita 

dan Program Strategis Nasional Tahun 2026 melalui penyediaan 

infrastruktur permukiman yang berkualitas, pengurangan 

kawasan kumuh, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan 

penguatan pembangunan berbasis wilayah. 

Selanjutnya, disamping itu mendukung program nasional 

sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Pasuruan juga mendukung pelaksanaan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman melalui penyediaan pelayanan dasar bagi 

masyarakat sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3.4 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   

Pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026 

NO. 
STANDAR 

PELAYANAN 
MINIMAL (SPM) 

PROGRAM KEGIATAN 
SUB 

KEGIATAN 

PAGU ANGGARAN 
TARGET INDIKATOR 

KINERJA 

REALISASI SAMPAI DENGAN 

TRIWULAN 2 

CATATAN 

AWAL PERUBAHAN AWAL PERUBAHAN KINERJA ANGGARAN 

1 Penyediaan dan 
Rehabilitasi 
Rumah yang 
Layak Huni bagi 

Korban Bencana 
Kabupaten/ Kota 

Pengembangan 
Perumahan 

Pendataan 
Penyediaan dan 
Rehabilitasi 
Rumah Korban 

Bencana atau 
Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

Pendataan 
Tingkat 
Kerusakan 
Rumah 

Akibat 
Bencana 

     19.994.500       40.316.350  4 dokumen 4 dokumen 2 dokumen      15.284.000  Penambahan pada 
rekening : 
- Belanja Bahan-
Bahan Bakar dan 

Pelumas (+) Rp. 
14.991.550,- 
- Belanja 

Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor - 
ATK (+) Rp. 
1.999.800,- 

- Belanja Mamin 
Rapat (+) Rp. 
3.330.500,- 
Penyesuaian 

anggaran untuk 
survei bencana 

  Pengembangan 
Perumahan 

Pembangunan 
dan Rehabilitasi 

Rumah Korban 
Bencana atau 
Relokasi Program 

Kabupaten/Kota 

Rehabilitasi 
Rumah bagi 

Korban 
Bencana 

   400.000.000     400.000.000  10 unit rumah 10 unit rumah 5 unit rumah    397.883.900  - 

2 Fasilitasi 
Penyediaan 
Rumah yang 

Layak Huni bagi 
Masyarakat yang 
Terkena Relokasi 
Program 

Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/ Kota  

- - - - - - - - - Pemerintah Daerah 
belum menetapkan 
kebijakan terkait 

pelaksanaan 
program relokasi di 
Kabupaten 
Pasuruan 
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Dalam rangka mendukung pelaksanaan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan, Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan 

melaksanakan Program Pengembangan Perumahan melalui 

Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 

atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut 

diwujudkan melalui Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi 

Korban Bencana sebagai bentuk pemenuhan pelayanan dasar 

kepada masyarakat dalam penyediaan rumah layak huni. 

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas hunian masyarakat yang terdampak bencana sehingga 

masyarakat dapat kembali menempati rumah yang aman, layak, 

dan sehat. Dengan adanya rehabilitasi rumah bagi korban 

bencana, Pemerintah Daerah berupaya memberikan 

perlindungan dan jaminan pelayanan dasar di bidang perumahan 

bagi masyarakat terdampak. 

Sementara itu, untuk fasilitasi penyediaan rumah layak 

huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota, saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pasuruan belum menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan 

program relokasi, sehingga program, kegiatan, dan sub kegiatan 

pendukung belum dapat dilaksanakan. 

Sejalan dengan upaya optimalisasi pelaksanaan program 

dan kegiatan perangkat daerah, Perubahan Renja Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2026 dilakukan sebagai tindak lanjut atas adanya efisiensi 

anggaran, pergeseran kegiatan, perubahan obyek dan rekening 

belanja pada beberapa sub kegiatan, serta penambahan anggaran 

Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur, dengan rincian sebagai 

berikut:  

➢ Terdapat efisiensi anggaran pada seluruh bidang di              

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Pasuruan sebesar Rp. 955.555.744,70. 

➢ Terdapat pergeseran anggaran antar sub kegiatan sebagai 

bentuk penyesuaian alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan 

dan prioritas pelaksanaan program serta kegiatan. 
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➢ Terdapat perubahan jenis paket kegiatan dan titik lokasi 

pembangunan pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan.  

Pembangunan tembok penahan tanah (TPT) yang semula 

direncanakan dilaksanakan di Desa Lumbang Kecamatan 

Lumbang, dikarenakan telah tertangani melalui anggaran 

Belanja Tidak Terduga (BTT), maka dialihkan untuk 

pembangunan jalan lingkungan di Desa Cangkringmalang 

Kecamatan Beji dan Desa Legok Kecamatan Gempol. Untuk 

pembangunan TPT di Dsn. Lirboyo, Desa Rejoso Lor Kecamatan 

Rejoso dialihkan di Desa Patuguran Kecamatan Rejoso, dan 

Pembangunan drainase di Desa Randupitu Kecamatan Gempol 

dialihkan ke Desa Cangkringmalang Kecamatan Beji. 

Sementara itu, kegiatan pembangunan jamban sehat keluarga 

sebanyak 25 unit dialihkan untuk pembangunan 1 paket MCK 

di komplek Makam Segok, Kelurahan Gempeng Kecamatan 

Bangil. Sisa anggaran dari kegiatan tersebut selanjutnya 

dialokasikan untuk belanja modal sarana dan prasarana 

kantor guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan 

kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Pasuruan.  

➢ Terdapat penambahan anggaran Bantuan Keuangan Daerah 

Provinsi kepada Kabupaten Pasuruan. 

Berdasarkan Berita Acara hasil Rapat Koordinasi Persiapan 

Pelaksanaan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Kepada 

Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan 

pada tanggal 7 Mei 2026 bertempat di Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa 

Timur, diperoleh hasil sebagai berikut : 

- Untuk kegiatan jamban keluarga dan MCK komunal dapat 

dilanjutkan untuk proses pengajuan Keputusan Gubernur 

tentang Pagu Definitif Pencairan Bantuan Keuangan 

dengan rincian pembangunan jamban keluarga sebesar Rp. 

1.447.500.000,- dan pembangunan MCK komunal sebesar 

Rp. 750.000.000,- serta diperlukan surat pernyataan 

kesiapan lahan dan kesiapan pengelola MCK komunal. 
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Pembangunan MCK komunal sebanyak 5 paket dengan 

anggaran Rp. 150.000.000,-/paket (konstruksi fisik saja) 

dan pembangunan jamban jamban sehat keluarga senilai                                

Rp. 1.447.500.000,- untuk 193 KK di 3 lokasi (konstruksi 

fisik saja). 

- Lokasi pembangunan MCK : (1) Desa Andonosari, Desa 

Blarang, Desa Ngembal Kecamatan Tutur; (2) Desa 

Sukodermo Kecamatan Purwosari; dan (3) Desa 

Karanganyar Kecamatan Kraton. 

- Lokasi pembangunan jamban sehat keluarga :                        

(1) Kelurahan Gondangwetan dan Desa Grogol Kecamatan 

Gondangwetan sebanyak 133 unit; (2) Desa Pekangkungan 

Kecamatan Gondangwetan sebanyak 60 unit. 

➢ Anggaran belanja operasional perkantoran pada sub kegiatan 

Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota dialihkan untuk kegiatan Identifikasi 

Perencanaan Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) pada        

Sub Kegiatan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset 

Reforma Agraria. 

➢ Terdapat perubahan alokasi anggaran pada Sub Kegiatan 

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk 

Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 

yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.900.000.000,- 

yang semula dialokasikan untuk pembebasan lahan 

Lapangan Sidogiri di Kecamatan Wonorejo, namun 

dibatalkan. Di sisi lain, terdapat penambahan anggaran 

sebesar Rp. 10.000.000.000,- untuk perluasan Tempat 

Pemrosesan Akhir (TPA) Wonokerto di Kecamatan Rembang 

serta sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk pengadaan tanah 

KNMP di Desa Gerongan, Kecamatan Kraton. 

Adapun anggaran untuk belanja program, kegiatan dan 

sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukimaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yaitu 

sebesar Rp. 35.585.656.552,64,-. 

 



III-23 
 

Tabel 3.5 

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 

N
O 

URUSA
N/ 

BIDAN

G 
URUSA
N/UNS

UR 

RENJA 2026 DPA 2026 P- RENJA 2026 
SU
MB

ER 
DA
NA 

TAMBAH/ 
(KURANG)  

ALASAN PERUBAHAN PROGRAM/ 
KEGIATAN/ 

SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

(SATUAN) 

TA
RG

ET 
IK 

PAGU RP 

TA
RG

ET 
IK 

PAGU RP 

PROGRAM/ 
KEGIATAN/ 

SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

(SATUAN) 

TA
RG

ET 
IK 

 PAGU RP  
TAR
GET 

IK 

PAGU RP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
14=
11-7 

15=12-8 16 

  Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

  Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

1   PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTA
HAN 
DAERAH 
KABUPATEN

/KOTA 

Persentase 
Dokumen/ 
Laporan 

Administrasi 
PD yang 
Baik atau 
Sesuai 

Regulasi 
(%) 

10
0 

           
7.067.224.
848,10  

10
0 

           
8.559.281
.704,60  

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTA
HAN 
DAERAH 
KABUPATEN

/KOTA 

Persentase 
Dokumen/ 
Laporan 

Administrasi 
PD yang 
Baik atau 
Sesuai 

Regulasi 
(%) 

10
0 

             
8.246.979.

407,87  

 
PA
D, 

DA
U 

0            
(312.302.
296,73) 

  

    Kegiatan 

Perencanaan
, 
Penganggara
n, dan 

Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 

Konsistensi 
Indikator 
Kinerja 
Program/ 

Kegiatan/ 
Sub Kegiatan 
pada 
Dokumen 

Rencana, 
Rnggaran 
dan Evaluasi 
(%) 

100                   
59.841.454
,85  

100                    

77.718.974
,85  

Kegiatan 

Perencanaan
, 
Penganggara
n, dan 

Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 

Konsistensi 
Indikator 
Kinerja 
Program/ 

Kegiatan/ 
Sub Kegiatan 
pada 
Dokumen 

Rencana, 
Rnggaran 
dan Evaluasi 
(%) 

100                     

45.085.524
,85  

 

PA
D 

0                 

(32.633.4
50,00) 
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    Sub Kegiatan 
Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 
(dokumen) 

12                    
39.768.054

,85  

12                    
54.031.574

,85  

Sub Kegiatan 
Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 
(dokumen) 

12                     
33.142.224

,85  

 
PA
D 

0                 
(20.889.35

0,00) 

Pengurangan pada rekening 
: 
- Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor - ATK (-) 
Rp. 1.249.350,- 
- Belanja Mamin Rapat (-) 
Rp. 6.990.000,- 
- Honorarium Narasumber 
atau Pembahas, Moderator, 
Pembawa Acara dan Panitia 
(-) Rp. 11.300.000,- 
- Belanja Sosialisasi (-) Rp. 
1.350.000,- 

    Sub Kegiatan 
Koordinasi 
dan 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja SKPD 
dan Laporan 
Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja SKPD 
(laporan) 

8                    
19.973.400
,00  

8                    
23.687.400

,00  

Sub Kegiatan 
Koordinasi 
dan 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja SKPD 
dan Laporan 
Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja SKPD 
(laporan) 

8                     
11.943.300

,00  

 
PA
D 

0                 
(11.744.10

0,00) 

Pengurangan pada rekening 
: 
- Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor - ATK (-) 
Rp. 672.150,- 
- Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor - Kertas 
dan Cover (-) Rp. 271.950,- 
- Belanja Mamin Rapat (-) 
Rp.10.800.000,- 

    Kegiatan 

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 

Laporan 
Keuangan 
yang Sesuai 
dengan 

Ketentuan 
dan Dapat 
Dipertanggun
gjawabkan 

(%) 

100               
4.868.756.
680,10  

100                    

6.322.207.
877  

Kegiatan 

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 

Laporan 
Keuangan 
yang Sesuai 
dengan 

Ketentuan 
dan Dapat 
Dipertanggun
gjawabkan 

(%) 

100                 

6.210.490.
174,87  

 

PA
D, 
DA
U 

0               

(111.717.
701,73) 

  

    Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Gaji dan 
Tunjangan 
ASN 

Jumlah 
Orang yang 
Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan 
ASN 
(orang/bulan) 

32               
4.779.976.

680,10  

51               
6.111.913.

300,60  

Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Gaji dan 
Tunjangan 
ASN 

Jumlah 
Orang yang 
Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan 
ASN 
(orang/bulan) 

51                 
5.999.713.

198,87  

 
DA
U 

0               
(112.200.1

01,73) 

Penyesuaian belanja gaji 
dan tunjangan ASN 
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    Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN 

Jumlah 
Dokumen 
Hasil 
Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN 
(dokumen) 

12                      
7.480.000,

00  

12                    
89.934.576

,00  

Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN 

Jumlah 
Dokumen 
Hasil 
Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN 
(dokumen) 

12                     
90.416.976

,00  

 
PA
D 

0                      
482.400,0

0  

Penyesuaian Penambahan 
belanja : 
- Belanja Iuran Jaminan 
Kesehatan bagi PPPK Paruh 
Waktu pada Jabatan 
Operator Layanan 
Operasional (+) Rp. 
482.400,- 

    Sub Kegiatan 
Pelaksanaan 
Penatausaha
an dan 
Pengujian/Ve
rifikasi 
Keuangan 
SKPD 

Jumlah 
Dokumen 
Penatausaha
an dan 
Pengujian/Ve
rifikasi 
Keuangan 
SKPD 
(dokumen) 

12                    

81.300.000
,00  

12                  

120.360.00
0,00  

Sub Kegiatan 
Pelaksanaan 
Penatausaha
an dan 
Pengujian/Ve
rifikasi 
Keuangan 
SKPD 

Jumlah 
Dokumen 
Penatausaha
an dan 
Pengujian/Ve
rifikasi 
Keuangan 
SKPD 
(dokumen) 

12                    

120.360.00
0,00  

 
PA
D 

0                                   
-    

- 

    Kegiatan 
Administrasi 
Kepegawaian 

Perangkat 
Daerah 

Persentase 
Dokumen 
Kepegawaian 

yang Akurat 
dan Sesuai 
Ketentuan 
(%) 

100                  
140.456.12
0,00  

100                  
158.916.12

0,00  

Kegiatan 
Administrasi 
Kepegawaian 

Perangkat 
Daerah 

Persentase 
Dokumen 
Kepegawaian 

yang Akurat 
dan Sesuai 
Ketentuan 
(%) 

100                    
115.908.06

0,00  

 
PA
D 

0                 
(43.008.0

60,00) 

  

    Sub Kegiatan 
Pendidikan 
dan 
Pelatihan 
Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas dan 
Fungsi 

Jumlah 
Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas dan 
Fungsi yang 
Mengikuti 
Pendidikan 
dan Pelatihan 
(orang) 

61                  
140.356.12
0,00  

165                  
158.916.12

0,00  

Sub Kegiatan 
Pendidikan 
dan 
Pelatihan 
Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas dan 
Fungsi 

Jumlah 
Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas dan 
Fungsi yang 
Mengikuti 
Pendidikan 
dan Pelatihan 
(orang) 

147                    
115.908.06

0,00  

 
PA
D 

-18                 
(43.008.06

0,00) 

Pengurangan pada rekening 
: 
- Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor - ATK (-) 
Rp. 2.418.060,- 
- Belanja Mamin Rapat (-) 
Rp. 1.440.000,- 
- Honorarium Narasumber (-) 
Rp. 2.800.000,- 
- Belanja Jasa 
Penyelenggaraan Acara (-) 
Rp. 10.350.000,- 
- Belanja Kursus 
Singkat/Pelatihan (-) Rp. 
6.000.000,- 
- Belanja Perjalanan Dinas 
Paket Meeting Luar Kota (-) 
Rp. 20.000.000,- 

    Kegiatan 
Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 

Penunjang 
Urusan 

Persentase 
Pengadaan 
BMD yang 
Terealisasi 

(%) 

100                   
52.838.597
,50  

100                       
129.824.37

9  

Kegiatan 
Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 

Penunjang 
Urusan 

Persentase 
Pengadaan 
BMD yang 
Terealisasi 

(%) 

100                    
361.769.64

4,00  

 
PA
D 

                 
231.945.2

65,00  
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Pemerintah 
Daerah 

Pemerintah 
Daerah 

    Sub Kegiatan 
Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Unit 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung  
Kantor  atau  
Bangunan  
Lainnya  
yang 
Disediakan 
(unit) 

10                    
52.738.597
,50  

16                       
129.824.37

9  

Sub Kegiatan 
Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Unit 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung  
Kantor  atau  
Bangunan  
Lainnya  
yang 
Disediakan 
(unit) 

16                    
361.769.64

4,00  

 
PA
D 

0               
231.945.2

65,00  

Pengurangan pada rekening 
: 
- Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor - Alat 
Listrik (-) Rp. 1.926.960,- 
- Belanja Modal Alat Kantor 
Lainnya (-) Rp. 13.320.000,- 
Penambahan anggaran 
pada rekening : 
- Belanja Modal Pompa (+) 
Rp. 9.990.000,- 
- Belanja Modal Peralatan 
Studio Pemetaan/Peralatan 
Ukur Tanah (+) Rp. 
185.000.000,- 
- Belanja Modal Personal 
Computer (+) Rp. 
52.202.225,- 
Penyesuaian anggaran 
dilakukan guna mendukung 
kelancaran operasional 
kantor 

    Kegiatan 
Penyediaan 
Jasa 
Penunjang 

Urusan 
Pemerintaha
n Daerah 

Persentase 
Jasa 
Penunjang 
Operasional 

Kantor yang 
Tersedia 
(%) 

100                  
509.233.82
1,00  

100                      
321.275.29

3  

Kegiatan 
Penyediaan 
Jasa 
Penunjang 

Urusan 
Pemerintaha
n Daerah 

Persentase 
Jasa 
Penunjang 
Operasional 

Kantor yang 
Tersedia 
(%) 

100                   
368.734.22

3,00  

 
PA
D 

0                  
47.458.93

0,00  

  

    Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa Surat 
menyurat 
(laporan) 

2                      
3.665.500,
00  

2                          
3.165.500  

Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa Surat 
menyurat 
(laporan) 

2                       
3.160.000,

00  

 
PA
D 

0                         
(5.500,00) 

  

    Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan 
Listrik 

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan 
Listrik yang 
Disediakan 
(laporan) 

36                  

291.237.17
6,00  

36                       

262.594.44
8  

Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan 
Listrik 

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan 
Listrik yang 
Disediakan 
(laporan) 

36                    

251.294.44
8,00  

 
PA
D 

0                 
(11.300.00

0,00) 

Pengurangan pada rekening 
belanja tagihan air (-) Rp. 
11.300.000,- 
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    Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Jasa 
Pelayanan 
Umum 
Kantor 

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 
yang 
Disediakan 
(laporan) 

12                  
214.331.14

5,00  

12                        
55.515.345  

Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Jasa 
Pelayanan 
Umum 
Kantor 

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 
yang 
Disediakan 
(laporan) 

12                    
114.279.77

5,00  

 
PA
D 

0                 
58.764.43

0,00  

Pengurangan pada rekening 
: 
- Belanja Jasa 
Iklan/Reklame, Film dan 
Pemotretan (-) Rp. 
13.268.940,- 
- Belanja Langganan 
Jurnal/Surat 
Kabar/Majalah (-) Rp. 
8.916.630,- 
- Belanja Honorarium 
Pengadaan Barang/Jasa (-) 
Rp. 4.800.000,- 
Penambahan pada rekening 
: 
- Belanja Sewa Kendaraan 
Dinas Bermotor Perorangan 
(+) Rp. 85.750.000,- 

    Kegiatan 
Pemeliharaa
n Barang 

Milik Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintaha

n Daerah 

Persentase 
BMD Kondisi 
Baik 

(%) 

100                  
692.834.04
0,00  

100                  
801.722.60

0,00  

Kegiatan 
Pemeliharaa
n Barang 

Milik Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintaha

n Daerah 

Persentase 
BMD Kondisi 
Baik 

(%) 

100                   
719.940.07

0,00  

 
PA
D 

0                 
(81.782.5

30,00) 

  

    Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaa
n, Biaya 
Pemeliharaa
n, Pajak, dan 
Perizinan 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau 
Lapangan 

Jumlah 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau 
Lapangan 
yang 
Dipelihara 
dan 
Dibayarkan 
Pajak dan 
Perizinannya 
(unit) 

52                  
566.758.02

0,00  

31                       
620.146.58

0  

Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaa
n, Biaya 
Pemeliharaa
n, Pajak, dan 
Perizinan 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau 
Lapangan 

Jumlah 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau 
Lapangan 
yang 
Dipelihara 
dan 
Dibayarkan 
Pajak dan 
Perizinannya 
(unit) 

31                    
519.279.81

0,00  

 
PA
D 

0               
(100.866.7

70,00) 

Pengurangan pada rekening 
: 
- Belanja Bahan-Bahan 
Bakar dan Pelumas (-) Rp. 
71.348.270,- 
- Belanja Pemeliharaan Alat 
Angkutan- Alat Angkutan 
Darat Bermotor- Kendaraan 
Bermotor Penumpang (-) Rp. 
33.300.000,- 
- Belanja Pembayaran 
Pajak, Bea, dan Perizinan (-) 
Rp. 103.500,- 
Penambahan pada rekening 

: 
- Belanja Pemeliharaan Alat 
Angkutan- Alat Angkutan 
Darat Bermotor- Kendaraan 
Bermotor Beroda Dua (+) Rp. 
3.885.000,- 
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    Sub Kegiatan 
Pemeliharaa
n Mebel 

Jumlah Mebel 
yang 
Dipelihara 
(unit) 

83                      
6.080.580,

00  

83                          
6.080.580  

Sub Kegiatan 
Pemeliharaa
n Mebel 

Jumlah Mebel 
yang 
Dipelihara 
(unit) 

15                       
1.098.900,

00  

 
PA
D 

-68                  
(4.981.680

,00) 

Pengurangan pada rekening 
: 
- Belanja Pemeliharaan Alat 
Kantor dan Rumah Tangga - 
Alat Kantor- Alat kantor 
lainnya (-) Rp. 4.981.680,- 

    Sub Kegiatan 
Pemeliharaa
n / 
Rehabilitasi 
Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya 

Jumlah 
Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya yang 
Dipeliharan / 
Direhabilitasi 
(unit) 

1                    
55.500.000
,00  

2                       
111.000.00

0  

Sub Kegiatan 
Pemeliharaa
n / 
Rehabilitasi 
Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya 

Jumlah 
Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya yang 
Dipeliharan / 
Direhabilitasi 
(unit) 

2                    
156.187.00

0,00  

 
PA
D 

0                 
45.187.00

0,00  

Penambahan pada rekening 
: 
- Belanja Pemeliharaan 
Bangunan Gedung- 
Bangunan Gedung Tempat 
Kerja- Bangunan Gedung 
Kantor (+) Rp. 45.187.000,- 

    Sub Kegiatan 
Pemeliharaa
n / 
Rehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya 

Jumlah 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Di
rehabilitasi 
(unit) 

91                    
64.495.440

,00  

91                        
64.495.440  

Sub Kegiatan 
Pemeliharaa
n / 
Rehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya 

Jumlah 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Di
rehabilitasi 
(unit) 

62                     
43.374.360

,00  

 
PA
D 

-29                 
(21.121.08

0,00) 

Pengurangan pada rekening 
: 
- Belanja Pemeliharaan Alat 
Kantor dan Rumah Tangga - 
Alat Kantor- Alat kantor 
lainnya (-) Rp. 3.916.080,- 
- Belanja Pemeliharaan 
Komputer- Komputer Unit- 
Personal Computer (-) Rp. 
6.482.400,- 
- Belanja Pemeliharaan 
Komputer- Peralatan 
Komputer- Peralatan 
Personal Computer (-) Rp. 
10.722.600,- 

    Kegiatan 
Administrasi 

Umum 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
Pemenuhan 

Kebutuhan 
Umum PD 
(%) 

100                  
743.264.13
4,65  

100                  
747.616.46

1,15  

Kegiatan 
Administrasi 

Umum 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
Pemenuhan 

Kebutuhan 
Umum PD 
(%) 

100                    
425.051.71

1,15  

 
PA

D 

0               
(322.564.

750,00) 

  

    Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Pener
angan 
Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Pener
angan 
Bangunan 
Kantor yang 
Disediakan 
(paket) 

11                    
10.347.812
,94  

11                    
10.347.812

,94  

Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Pener
angan 
Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Pener
angan 
Bangunan 
Kantor yang 
Disediakan 
(paket) 

11                     
10.347.812

,94  

 
PA
D 

0                                   
-    

- 

    Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Peralatan 
dan 
Perlengkapa
n Kantor 

Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 
(paket) 

22                    
31.071.175
,50  

22                    
31.120.182

,00  

Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Peralatan 
dan 
Perlengkapa
n Kantor 

Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 
(paket) 

22                     
31.120.182

,00  

 
PA
D 

0                                   
-    

- 
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    Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Bahan 
Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket 
Bahan 
Logistik 
Kantor yang 
Disediakan 
(paket) 

49                    
65.497.615

,71  

50                        
69.191.696  

Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Bahan 
Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket 
Bahan 
Logistik 
Kantor yang 
Disediakan 
(paket) 

50                     
69.191.695

,71  

 
PA
D 

0                                   
-    

- 

    Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaa
n 

Jumlah Paket 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 
yang 
Disediakan 

11                    
34.103.530
,50  

10                        
19.987.271  

Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaa
n 

Jumlah Paket 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 
yang 
Disediakan 

9                     
18.967.420

,50  

 
PA
D 

-1                  
(1.019.850

,00) 

Pengurangan pada rekening 
: 
- Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor - ATK (-) 
Rp. 353.850,- 
- Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor - Kertas 
dan Cover (-) Rp. 666.000,- 

    Sub Kegiatan 
Penyelenggar
aan Rapat 
Koordinasi 
dan 
Konsultasi 
SKPD 

Jumlah 
Laporan 
Penyelenggar
aan Rapat 
Koordinasi 
dan 
Konsultasi 
SKPD 
(laporan) 

50                  
562.750.00

0,00  

50                       
616.969.50

0  

Sub Kegiatan 
Penyelenggar
aan Rapat 
Koordinasi 
dan 
Konsultasi 
SKPD 

Jumlah 
Laporan 
Penyelenggar
aan Rapat 
Koordinasi 
dan 
Konsultasi 
SKPD 
(laporan) 

40                    
295.424.60

0,00  

 
PA
D 

-10               
(321.544.9

00,00) 

Pengurangan pada rekening 
: 
- Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor - ATK (-) 
Rp. 432.900,- 
- Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor - 
Souvenir/Cendera Mata (-) 
Rp. 3.330.000,- 
- Belanja Mamin Rapat (-) 
Rp. 7.782.000,- 
- Belanja Perjalanan Dinas 
Paket Meeting Dalam Kota (-
) Rp. 48.000.000,- 
- Belanja Perjalanan Dinas 
Paket Meeting Luar Kota (-) 
Rp. 262.000.000,- 

2   PROGRAM 
PENGEMBA
NGAN 
PERUMAHA

N 

Persentase 
Warga 
Negara 
korban 

bencana 
dan/ atau 
yang terkena 
Relokasi 

Akibat 
Prorgam 
Pemerintah 
yang 

memperoleh 
Rumah 
Layak Huni 
(%) 

10
0 

              
210.800.0
00,00  

10
0 

                   
419.994.5

00  

PROGRAM 
PENGEMBA
NGAN 
PERUMAHA

N 

Persentase 
Warga 
Negara 
korban 

bencana 
dan/ atau 
yang terkena 
Relokasi 

Akibat 
Prorgam 
Pemerintah 
yang 

memperoleh 
Rumah 
Layak Huni 
(%) 

10
0 

                
440.316.3

50,00  

 
PA
D 

0               
20.321.8

50,00  
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    Kegiatan 
Pendataan 

Penyediaan 
dan 
Rehabilitasi 
Rumah 

Korban 
Bencana 
atau 
Relokasi 

Program 
Kabupaten/
Kota 

Jumlah 
Dokumen 

Data Rumah 
Korban 
Bencana 
yang 

Disediakan 
dan Direhab 
atau di 
Lokasi yang 

Berpotensi 
Terkena 
Relokasi 
Program 

Kabupaten/K
ota 
(dokumen) 

1                    
10.300.000

,00  

1                        
19.994.500  

Kegiatan 
Pendataan 

Penyediaan 
dan 
Rehabilitasi 
Rumah 

Korban 
Bencana 
atau 
Relokasi 

Program 
Kabupaten/
Kota 

Jumlah 
Dokumen 

Data Rumah 
Korban 
Bencana 
yang 

Disediakan 
dan Direhab 
atau di 
Lokasi yang 

Berpotensi 
Terkena 
Relokasi 
Program 

Kabupaten/K
ota 
(dokumen) 

1                     
40.316.350

,00  

 
PA

D 

0                  
20.321.85

0,00  

  

    Sub Kegiatan 
Pendataan 
Tingkat 
Kerusakan 
Rumah 
Akibat 
Bencana 

Jumlah 
Dokumen 
Data Rumah 
yang Terkena 

Bencana 
Kabupaten/K
ota 
Berdasarkan 

Tingkat 
Kerusakan 
Rumah 
(dokumen) 

1                    
10.000.000
,00  

4                        
19.994.500  

Sub Kegiatan 
Pendataan 
Tingkat 
Kerusakan 
Rumah 
Akibat 
Bencana 

Jumlah 
Dokumen 
Data Rumah 
yang Terkena 

Bencana 
Kabupaten/K
ota 
Berdasarkan 

Tingkat 
Kerusakan 
Rumah 
(dokumen) 

4                     
40.316.350

,00  

 
PA
D 

0                 
20.321.85

0,00  

Penambahan pada rekening 
: 
- Belanja Bahan-Bahan 
Bakar dan Pelumas (+) Rp. 
14.991.550,- 
- Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor - ATK (+) 
Rp. 1.999.800,- 
- Belanja Mamin Rapat (+) 
Rp. 3.330.500,- 
Penyesuaian anggaran 
untuk survei bencana 

    Kegiatan 
Pembanguna
n dan 

Rehabilitasi 
Rumah 
Korban 
Bencana 

atau 
Relokasi 
Program 
Kabupaten/

Kota 

Persentase 
Jumlah 
Pembanguna

n dan 
Rehabilitasi 
Rumah 
Korban 

Bencana atau 
Relokasi 
Program 
Kabupaten/K

ota 
(%) 

100                  
200.300.00
0,00  

100                       
400.000.00

0  

Kegiatan 
Pembanguna
n dan 

Rehabilitasi 
Rumah 
Korban 
Bencana 

atau 
Relokasi 
Program 
Kabupaten/

Kota 

Persentase 
Jumlah 
Pembanguna

n dan 
Rehabilitasi 
Rumah 
Korban 

Bencana atau 
Relokasi 
Program 
Kabupaten/K

ota 
(%) 

100                    
400.000.00

0,00  

 
PA
D 

0                                   
-    

  

    Sub Kegiatan 
Rehabilitasi 
Rumah bagi 
Korban 
Bencana 

Jumlah 

Rumah 
Korban 
Bencana 
Kabupaten/K

ota yang 

5                  

200.000.00
0,00  

10                       

400.000.00
0  

Sub Kegiatan 
Rehabilitasi 
Rumah bagi 
Korban 
Bencana 

Jumlah 

Rumah 
Korban 
Bencana 
Kabupaten/K

ota yang 

10                    

400.000.00
0,00  

 
PA
D 

0                                   
-    

- 
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terehabilitasi 
(unit rumah) 

terehabilitasi 
(unit rumah) 

3   PROGRAM 
KAWASAN 
PERMUKIM

AN 

Persentase 
Luas 
Kawasan 

Kumuh 
Dibawah 10 
Ha yang 
Ditangani 

(%) 

19,
49 

              
664.799.9
70,00  

19,
49 

                
3.745.055

.680  

PROGRAM 
KAWASAN 
PERMUKIM

AN 

Persentase 
Luas 
Kawasan 

Kumuh 
Dibawah 10 
Ha yang 
Ditangani 

(%) 

33,
44 

             
3.491.594.

180,00  

 
PA
D 

13,
95 

           
(253.461.
500,00) 

  

    Kegiatan 
Penataan 

dan 
Peningkatan 
Kualitas 
Kawasan 

Permukiman 
Kumuh 
dengan Luas 
di Bawah 10 

(Sepuluh) Ha 

Persentase 
Pelaksanaan 

Sosialisasi/ 
Pembinaan 
Kelompok 
Masyarakat 

di Kawasan 
Kumuh 
(%) 

100                        
300.000,00  

             
-  

                                      
-  

Kegiatan 
Penataan 

dan 
Peningkatan 
Kualitas 
Kawasan 

Permukiman 
Kumuh 
dengan Luas 
di Bawah 10 

(Sepuluh) Ha 

Persentase 
Pelaksanaan 

Sosialisasi/ 
Pembinaan 
Kelompok 
Masyarakat 

di Kawasan 
Kumuh 
(%) 

100                    
100.000.00

0,00  

 
PA

D 

100                
100.000.0

00,00  

  

    Sub Kegiatan 
Penyusunan
/Review/Leg
alisasi 
Kebijakan 
Bidang PKP 

Jumlah 
Dokumen 
Kebijakan 
Bidang PKP 
yang 
Tersusun/Ter
eview/Terleg
alisasi 
(dokumen) 

1                        
100.000,00  

             
-  

                                      
-  

Sub Kegiatan 
Penyusunan
/Review/Leg
alisasi 
Kebijakan 
Bidang PKP 

Jumlah 
Dokumen 
Kebijakan 
Bidang PKP 
yang 
Tersusun/Ter
eview/Terleg
alisasi 
(dokumen) 

1                   
100.000.00

0,00  

 
PA
D 

1               
100.000.0

00,00  

Penambahan pada rekening 
: 
- Belanja Jasa Konsultasi 
Perencanaan Penataan 
Ruang - Jasa Perencanaan 
Wilayah (+) Rp. 
100.000.000,- 
Penyesuaian belanja untuk 
penyusunan dokumen 
RP3KP 

    Kegiatan 
Peningkatan 
Kualitas 
Kawasan 

Permukiman 
Kumuh 
dengan Luas 

Dibawah 10 
(Sepuluh) Ha 

Luas 
Permukiman 
Kumuh yang 
Ditangani 

Secara 
Tuntas 
(Ha) 

105
,98 

                 
664.399.97
0,00  

105
,98 

                   
3.745.055.

680  

Kegiatan 
Peningkatan 
Kualitas 
Kawasan 

Permukiman 
Kumuh 
dengan Luas 

Dibawah 10 
(Sepuluh) Ha 

Luas 
Permukiman 
Kumuh yang 
Ditangani 

Secara 
Tuntas 
(Ha) 

181
,82 

                
3.391.594.

180,00  

 
PA
D 

75,8
4 

              
(353.461.
500,00) 

  

    Sub Kegiatan 
Pendataan 
dan 
Verifikasi 
Penyelenggar
aan 
Kawasan 

Jumlah 
Dokumen 
Data 
Permukiman 
Kumuh yang 
Terverifikasi  
(dokumen) 

1                  
260.000.00
0,00  

1                      
240.000.00

0  

Sub Kegiatan 
Pendataan 
dan 
Verifikasi 
Penyelenggar
aan 
Kawasan 

Jumlah 
Dokumen 
Data 
Permukiman 
Kumuh yang 
Terverifikasi  
(dokumen) 

1                   
240.000.00

0,00  

 
PA
D 

0                                   
-    

- 



III-32 
 

Permukiman 
Kumuh 

Permukiman 
Kumuh 

    Sub Kegiatan 
Pelaksanaan 
Pemugaran 
Kawasan 
Permukiman 
Kumuh 

Luas 
Permukiman 
Kumuh yang 
Dipugar 
(Ha) 

1                  
403.999.97
0,00  

10                   
3.505.055.

680  

Sub Kegiatan 
Pelaksanaan 
Pemugaran 
Kawasan 
Permukiman 
Kumuh 

Luas 
Permukiman 
Kumuh yang 
Dipugar 
(Ha) 

8                
3.151.594.1

80,00  

 
PA
D 

-2               
(353.461.5

00,00) 

Pengurangan pada rekening 
: 
- Belanja Barang untuk 
Dijual/Diserahkan kepada 
Masyarakat (-) Rp. 
273.461.500,- 
- -Blanja Bantuan Sosial 
Uang yang Direncanakan 
kepada Individu (-) Rp. 
80.000.000,- 

4   PROGRAM 
PERUMAHA
N DAN 
KAWASAN 

PERMUKIM
AN KUMUH 

Persentase 
Jumlah 
Rumah 
Tidak Layak 

Huni di Luar 
Kawasan 
Kumuh yang 
Diperbaiki 

atau 
Dibangun 
(%) 

0,0
03
9 

           
1.982.318.
750,00  

0,0
03
9 

                
2.749.996

.645  

PROGRAM 
PERUMAHA
N DAN 
KAWASAN 

PERMUKIM
AN KUMUH 

Persentase 
Jumlah 
Rumah 
Tidak Layak 

Huni di Luar 
Kawasan 
Kumuh yang 
Diperbaiki 

atau 
Dibangun 
(%) 

0,0
03
9 

             
2.696.976.

895,00  

 
PA
D 

0              
(53.019.7

50,00) 

  

    Kegiatan 
Pencegahan 
Perumahan 
dan 

Kawasan 
Permukiman 
Kumuh pada 
Daerah 

Kabupaten/
Kota 

Jumlah 
Rumah Tidak 
Layak Huni 
yang 

Diperbaiki 
dan Rumah 
Baru Layak 
Huni yang 

Dibangun 
dalam 
Rangka 
Pencegahan 

Kumuh 
(unit rumah) 

101               
1.982.318.
750,00  

50                    
2.749.996.

645  

Kegiatan 
Pencegahan 
Perumahan 
dan 

Kawasan 
Permukiman 
Kumuh pada 
Daerah 

Kabupaten/
Kota 

Jumlah 
Rumah Tidak 
Layak Huni 
yang 

Diperbaiki 
dan Rumah 
Baru Layak 
Huni yang 

Dibangun 
dalam 
Rangka 
Pencegahan 

Kumuh 
(unit rumah) 

125                 
2.696.976.

895,00  

 
PA
D 

75                 
(53.019.7

50,00) 

  

    Sub Kegiatan 
Perbaikan 
Rumah Tidak 
Layak Huni 
untuk 
Pencegahan 
Terhadap 
Tumbuh dan 
Berkembang
nya 
Permukiman 

Jumlah 
Rumah Tidak 
Layak Huni 
untuk 
Pencegahan 
Terhadap 
Tumbuh dan 
Berkembangn
ya 
Permukiman 
Kumuh di 

91               
1.982.218.
750,00  

125                   
2.749.996.

645  

Sub Kegiatan 
Perbaikan 
Rumah Tidak 
Layak Huni 
untuk 
Pencegahan 
Terhadap 
Tumbuh dan 
Berkembang
nya 
Permukiman 

Jumlah 
Rumah Tidak 
Layak Huni 
untuk 
Pencegahan 
Terhadap 
Tumbuh dan 
Berkembangn
ya 
Permukiman 
Kumuh di 

125                
2.696.976.8

95,00  

 
PA
D 

0                 
(53.019.75

0,00) 

Pengurangan pada rekening 
: 
- Belanja Alat/Bahan 
Kegiatan Kantor - Belanja 
Cetak (-) Rp. 555.000,- 
- Belanja Mamin Rapat (-) 
Rp. 20.651.000,- 
- Belanja Perdin Paket 
Meeting Luar Kota (-) Rp. 
33.000.000,- 
Penambahan pada rekening 
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Kumuh di 
Luar 
Kawasan 
Permukiman 
Kumuh 
dengan Luas 
di Bawah 10 
(Sepuluh) Ha 

Luar 
Kawasan 
Permukiman 
Kumuh 
dengan Luas 
di Bawah 10 
(Sepuluh) Ha 
yang 
Diperbaiki 
(unit rumah) 

Kumuh di 
Luar 
Kawasan 
Permukiman 
Kumuh 
dengan Luas 
di Bawah 10 
(Sepuluh) Ha 

Luar 
Kawasan 
Permukiman 
Kumuh 
dengan Luas 
di Bawah 10 
(Sepuluh) Ha 
yang 
Diperbaiki 
(unit rumah) 

: 
- Belanja Bahan-Bahan 
Bakar dan Pelumas (+) Rp. 
1.186.250,- 

5   PROGRAM 

PENINGKAT
AN 
PRASARANA
, SARANA 

DAN 
UTILITAS 
UMUM (PSU) 

Persentase 

Permukiman 
yang Sudah 
Dilengkapi 
PSU 

(Prasarana, 
Sarana, dan 
Utilitas 
Umum) 

(%) 

5,0

8 

           

3.598.000.
157,90  

5,0

8 

                

4.464.148
.413  

PROGRAM 

PENINGKAT
AN 
PRASARANA
, SARANA 

DAN 
UTILITAS 
UMUM (PSU) 

Persentase 

Permukiman 
yang Sudah 
Dilengkapi 
PSU 

(Prasarana, 
Sarana, dan 
Utilitas 
Umum) 

(%) 

5,0

8 

             

6.376.549.
454,77  

 

PA
D, 
Paj
ak 

Ro
ko, 
PB
JT 

0          

1.912.40
1.041,37  

  

    Kegiatan 
Urusan 

Penyelenggar
aan PSU 
Perumahan 

Persentase 
Penyelenggar

aan PSU di 
Perumahan  
(%) 

0,7
4 

              
3.598.000.

157,90  

0,7
4 

                   
4.464.148.

413  

Kegiatan 
Urusan 

Penyelenggar
aan PSU 
Perumahan 

Persentase 
Penyelenggar

aan PSU di 
Perumahan  
(%) 

0,7
4 

                
6.376.549.

454,77  

 
PA

D, 
Paj
ak 

Rok

ok, 
PB
JT 

0             
1.912.401

.041,37  

  

    Sub Kegiatan 
Perencanaan 
Penyediaan 
PSU 
Perumahan 

Jumlah 
Dokumen 
Perencanaan 
Penyediaan 
PSU 
Perumahan 
(dokumen) 

1                  
100.000.00
0,00  

2                  
271.600.00

0,00  

Sub Kegiatan 
Perencanaan 
Penyediaan 
PSU 
Perumahan 

Jumlah 
Dokumen 
Perencanaan 
Penyediaan 
PSU 
Perumahan 
(dokumen) 

4                   
271.600.00

0,00  

 
PA
D 

2                                   
-    

- 

    Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Prasarana, 
Sarana dan 
Utilitas 
Umum di 
Perumahan  

Jumlah 
Lokasi 
Perumahan 
yang 
Disediakan 
Prasarana, 
Sarana, dan 
Utilitas Umum 
(lokasi) 

17               
3.497.500.
157,90  

18               
3.725.913.

349,40  

Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Prasarana, 
Sarana dan 
Utilitas 
Umum di 
Perumahan  

Jumlah 
Lokasi 
Perumahan 
yang 
Disediakan 
Prasarana, 
Sarana, dan 
Utilitas Umum 
(lokasi) 

27                
5.725.300.7

33,90  

 
PA
D, 
Paj
ak 

Rok
ok 

9             
1.999.387
.384,50  

Pengurangan rekening pada 
: 
- Belanja Barang untuk 
Dijual/Diserahkan kepada 
Masyarakat (-) Rp. 
296.971.879,50 
Penambahan pada rekening 
: 
- Belanja Modal Bangunan 
Gedung Tempat Kerja 
Lainnya (+) Rp. 98.859.264,- 
- Belanja Barang untuk 
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Dijual/ Diserahkan kepada 
Masyarakat (+) 
Rp.2.197.500.000,- (untuk 
pembangunan MCK dan 
jamban) 

    Sub Kegiatan 
Koordinasi 
dan 
Sinkronisasi 
dalam 
rangka 
Penyediaan 

Prasarana, 
Sarana, dan 
Utilitas 
Umum 
Perumahan 

Jumlah 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
dan 
Sinkronisasi 
dalam rangka 
Penyediaan 

Prasarana, 
Sarana dan 
Utilitas Umum 
Perumahan 
(laporan) 

1                        
100.000,00  

1                  
143.209.90

5,10  

Sub Kegiatan 
Koordinasi 
dan 
Sinkronisasi 
dalam 
rangka 
Penyediaan 

Prasarana, 
Sarana, dan 
Utilitas 
Umum 
Perumahan 

Jumlah 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
dan 
Sinkronisasi 
dalam rangka 
Penyediaan 

Prasarana, 
Sarana dan 
Utilitas Umum 
Perumahan 
(laporan) 

1                   
132.904.65

5,10  

 
PA
D 

0                 
(10.305.25

0,00) 

Pengurangan pada rekening 
: 
- Belanja Mamin Rapat (-) 
Rp. 14.400.000,- 
- Belanja Perjalanan Dinas 
Paket Meeting Luar Kota (-) 
Rp. 25.000.000,- 

Penambahan pada rekening 
: 
- Belanja Bahan-Bahan 
Bakar dan Pelumas (+) Rp. 
28.093.950,- 
- Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor - ATK (+) 
Rp. 1.000.800,- 

    Sub Kegiatan 
Sosialisasi 
Standar, 
Prosedur, 
dan Kriteria 
Serah Terima 
PSU 

Jumlah 
Pelaku 
Pembanguna
n yang 
Tersosialisasi
kan Standar, 
Prosedur, dan 
Kriteria Serah 
Terima PSU 
(kelompok) 

1                        
100.000,00  

1                   
64.268.750

,00  

Sub Kegiatan 
Sosialisasi 
Standar, 
Prosedur, 
dan Kriteria 
Serah Terima 
PSU 

Jumlah 
Pelaku 
Pembanguna
n yang 
Tersosialisasi
kan Standar, 
Prosedur, dan 
Kriteria Serah 
Terima PSU 
(kelompok) 

1                     
25.653.750,

00  

 
PA
D 

0                 
(38.615.00

0,00) 

Pengurangan pada rekening 
:  
- Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor - ATK (-) 
Rp. 18.315.000,- 
- Belanja Mamin Rapat (-) 
Rp. 7.200.000,- 
- Honorarium Narasumber (-) 
Rp. 10.100.000,- 
- Belanja Sewa Bangunan 
Gedung Tempat Pertemuan 
(-) Rp. 3.000.000,- 

    Sub Kegiatan 
Perbaikan 
Prasarana, 
Sarana, dan 
Utilitas 
Umum di 
Perumahan  

Jumlah 
Lokasi PSU 
Perumahan 
yang 
Dilaksanakan 
Perbaikan 
(lokasi) 

1                        
100.000,00  

1                  
113.448.25

0,00  

Sub Kegiatan 
Perbaikan 
Prasarana, 
Sarana, dan 
Utilitas 
Umum di 
Perumahan 
untuk 
Menunjang 
Fungsi 
Hunian 

Jumlah 
Lokasi PSU 
Perumahan 
yang 
Dilaksanakan 
Perbaikan 
(lokasi) 

1                   
113.447.48

6,32  

 
PBJ

T 

0                           
(763,68) 

Pengurangan pada rekening 
: 
Belanja Pemeliharaan Jalan 
dan Jembatan - Jalan Jalan 
Lainnya (-) Rp. 763,68,- 
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    Sub Kegiatan 
Verifikasi 
dan 
Penyerahan 
PSU 
Perumahan 
dari 
Pengembang 

Jumlah 
Laporan Hasil 
Serah Terima 
PSU 
Perumahan 
yang 
Terverifikasi 
dari 
Pengembang 
(laporan) 

5                        
100.000,00  

10                  
145.708.15

8,90  

Sub Kegiatan 
Verifikasi 
dan 
Penyerahan 
PSU 
Perumahan 
dari 
Pengembang 

Jumlah 
Laporan Hasil 
Serah Terima 
PSU 
Perumahan 
yang 
Terverifikasi 
dari 
Pengembang 
(laporan) 

10                   
107.642.82

9,45  

 
PA
D 

0                 
(38.065.32

9,45) 

Pengurangan pada rekening 
:  
- Belanja Bahan-Bahan 
Bakar dan Pelumas (-) Rp. 
11.250,- 
- Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- 
Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor Lainnya (-) Rp. 
16.454.079,45,- 
- Belanja Mamin Rapat (-) 
Rp. 21.600.000,- 

  
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

  
Bidang Urusan Pertanahan 

6   PROGRAM 
PENYELESA
IAN 
SENGKETA 

TANAH 
GARAPAN 

Persentase 
Terselesaika
nnya Kasus 
Tanah 

Garapan 
yang 
Dilakukan 

Melalui 
Mediasi 
(%) 

10
0 

                
99.999.00
0,00  

10
0 

                     
99.999.00

0  

PROGRAM 
PENYELESA
IAN 
SENGKETA 

TANAH 
GARAPAN 

Persentase 
Terselesaika
nnya Kasus 
Tanah 

Garapan 
yang 
Dilakukan 

Melalui 
Mediasi 
(%) 

10
0 

                    
9.044.750,

00  

 
Paj
ak 
Ro

ko
k 

0              
(90.954.2

50,00) 

  

    Kegiatan 

Penyelesaian 
Sengketa 
Tanah 
Garapan 

dalam 
Daerah 
Kabupaten/
Kota 

Persentase 

Penyelesaian 
Sengketa 
Tanah 
Garapan 

(%) 

100                    

99.999.000
,00  

1                        

99.999.000  

Kegiatan 

Penyelesaian 
Sengketa 
Tanah 
Garapan 

dalam 
Daerah 
Kabupaten/
Kota 

Persentase 

Penyelesaian 
Sengketa 
Tanah 
Garapan 

(%) 

1                       

9.044.750,
00  

 

Paj
ak 

Rok
ok 

0                 

(90.954.2
50,00) 

  

    Sub Kegiatan 
Mediasi 
Penyelesaian 
Kasus 
Pertanahan 
dalam 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/
Kota 

Jumlah Berita 
Acara Hasil 
Mediasi 
Penyelesaian 
Kasus 
Pertanahan 
dalam 1 
(Satu) Daerah 
Kabupaten/K
ota 
(berita acara) 

1                   
99.999.000
,00  

1                        
99.999.000  

Sub Kegiatan 
Mediasi 
Penyelesaian 
Kasus 
Pertanahan 
dalam 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/
Kota 

Jumlah Berita 
Acara Hasil 
Mediasi 
Penyelesaian 
Kasus 
Pertanahan 
dalam 1 
(Satu) Daerah 
Kabupaten/K
ota 
(berita acara) 

1                       
9.044.750,0

0  

 
Paj
ak 

Rok
ok 

0                 
(90.954.25

0,00) 

Pengurangan pada rekening 
:  
- Belanja Bahan-Bahan 
Bakar dan Pelumas (-) Rp. 
21.946.250,- 
- Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor - ATK (-) 
Rp. 224.000,- 
- Belanja Mamin Rapat (-) 
Rp. 33.984.000,- 
- Honorarium Narasumber 
atau Pembahas, Moderator, 
Pembawa Acara, Panitia (-) 
Rp. 9.100.000,- 



III-36 
 

- Belanja Jasa Jalan/Tol (-) 
720.000,- 
- Belanja Perjalanan Dinas 
Dalam Kota (-) Rp. 
3.950.000,- 
- Belanja Perjalanan Dinas 
Paket Meeting Luar Kota (-) 
Rp. 21.030.000,- 

7   PROGRAM 
PENYELESA
IAN GANTI 

KERUGIAN 
DAN 
SANTUNAN 
TANAH 

UNTUK 
PEMBANGU
NAN 

Persentase 
Penyelesaian 
Ganti 

Kerugian 
dan 
Santunan 
Tanah untuk 

Pembanguna
n 
(%) 

10
0 

         
14.946.13
1.200,00  

10
0 

                
5.149.988

.811  

PROGRAM 
PENYELESA
IAN GANTI 

KERUGIAN 
DAN 
SANTUNAN 
TANAH 

UNTUK 
PEMBANGU
NAN 

Persentase 
Penyelesaian 
Ganti 

Kerugian 
dan 
Santunan 
Tanah untuk 

Pembanguna
n 
(%) 

10
0 

           
14.169.19
5.670,50  

 
PA
D 

0          
9.019.20
6.860,00  

  

    Kegiatan 
Penyelesaian 
Masalah 
Ganti 

Kerugian 
dan 
Santunan 
Tanah untuk 

Pembanguna
n oleh 
Pemerintah 
Daerah 

Kabupaten/
Kota 

Persentase 
Penyelesaian 
Masalah 
Ganti 

Kerugian dan 
Santunan 
Tanah untuk 
Pembanguna

n oleh 
Pemerintah 
Daerah  
(%) 

100              
14.946.131
.200,00  

1                    
5.149.988.

811  

Kegiatan 
Penyelesaian 
Masalah 
Ganti 

Kerugian 
dan 
Santunan 
Tanah untuk 

Pembanguna
n oleh 
Pemerintah 
Daerah 

Kabupaten/
Kota 

Jumlah 
Laporan 
Hasil 
Penyelesaian 

Masalah 
Ganti 
Kerugian dan 
Santunan 

Tanah untuk 
Pembanguna
n oleh 
Pemerintah 

Daerah 
Kabupaten/K
ota 
(laporan) 

1               
14.169.195

.670,50  

 
PA
D 

0             
9.019.206
.860,00  
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    Sub Kegiatan 
Koordinasi 
dan 
Sinkronisasi 
Penyelesaian 
Masalah 
Ganti 
Kerugian dan 
Santunan 
Tanah untuk 
Pembanguna
n oleh 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/
Kota 

Jumlah 
Dokumen 
Koordinasi 
dan 
Sinkronisasi 
Penyelesaian 
Masalah 
Ganti 
Kerugian dan 
Santunan 
Tanah untuk 
Pembanguna
n Oleh 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/K
ota 
(dokumen) 

1                        
100.000,00  

1                      
149.999.91

1  

Sub Kegiatan 
Koordinasi 
dan 
Sinkronisasi 
Penyelesaian 
Masalah 
Ganti 
Kerugian dan 
Santunan 
Tanah untuk 
Pembanguna
n oleh 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/
Kota 

Jumlah 
Dokumen 
Koordinasi 
dan 
Sinkronisasi 
Penyelesaian 
Masalah 
Ganti 
Kerugian dan 
Santunan 
Tanah untuk 
Pembanguna
n Oleh 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/K
ota 
(dokumen) 

3                     
69.517.595,

50  

 
PA
D 

2                 
(80.482.31

5,00) 

Pengurangan pada rekening 
: 
- Belanja Bahan-Bahan 
Bakar dan Pelumas (-) Rp. 
5.702.100,- 
- Belanja Alat.Bahan untuk 
Kegiatan Kantor - ATK (-) 
Rp. 40.253.490,- 
- Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor - Kertas 
dan Cover (-) Rp. 634.725,- 
- Belanja Mamin Rapat (-) 
Rp. 19.872.000,- 
- Honorarium Narsum atau 
Pembahas, Moderator, 
Pembawa Acara dan Panitia 
(-) Rp. 500.000,- 
- Belanja Jasa Jalan/Tol (-) 
Rp. 360.000,- 
- Belanja Kursus/Pelatihan, 
Sosialisasi, Bimtek serta 
Pendidikan dan Pelatihan (-) 
Rp. 10.600.000,- 
- Belanja Perdin Paket 
Meeting Luar Kota (-) Rp. 
2.560.000,- 

    Sub Kegiatan 
Penyelesaian 
Masalah 
Ganti 
Kerugian 
Tanah untuk 
Pembanguna
n oleh 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/
Kota 

Jumlah 
Laporan 
Penyelesaian 
Permasalaha
n Ganti 
Kerugian 
Tanah untuk 
Pembanguna
n 
(laporan) 

1             
14.945.931
.200,00  

1                   
4.999.988.

900  

Sub Kegiatan 
Penyelesaian 
Masalah 
Ganti 
Kerugian 
Tanah untuk 
Pembanguna
n oleh 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/
Kota 

Jumlah 
Laporan 
Penyelesaian 
Permasalaha
n Ganti 
Kerugian 
Tanah untuk 
Pembanguna
n 
(laporan) 

3               
14.099.678.

075,00  

 
PA
D 

2             
9.099.689
.175,00  

Pengurangan pada rekening 
: 
- Belanja Modal Tanah 
untuk Jalan (-) Rp. 
1.999.989.000 
Penambahan pada rekening 
: 
- Belanja Modal Tanah 
untuk Bangunan Tempat 
Kerja (+) Rp. 
11.099.678.175,- 

8   PROGRAM 
REDISTRIB

USI TANAH, 
DAN GANTI 
KERUGIAN 
PROGRAM 

TANAH 
KELEBIHAN 
MAKSIMUM 
DAN TANAH 

ABSENTEE 

Persentase 
Tersedianya 

Tanah yang 
siap 
Diredistribus
ikan 

(%) 

4,1
7 

                     
500.000,0

0  

4,1
7 

                     
99.999.84

5  

PROGRAM 
REDISTRIB

USI TANAH, 
DAN GANTI 
KERUGIAN 
PROGRAM 

TANAH 
KELEBIHAN 
MAKSIMUM 
DAN TANAH 

ABSENTEE 

Persentase 
Tersedianya 

Tanah yang 
siap 
Diredistribus
ikan 

(%) 

4,1
7 

                
154.999.8

44,50  

 
PA

D 

0               
55.000.0

00,00  
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    Kegiatan 
Penetapan 

Subjek dan 
Objek 
Redistribusi 
Tanah serta 

Ganti 
Kerugian 
Tanah 
Kelebihan 

Maksimum 
dan Tanah 
Absentee 
dalam 1 

(satu) 
Daerah 
Kabupaten/

Kota 

Persentase 
Penetapan 

Redistribusi 
Tanah  
(%) 

4,1
7 

                       
400.000,00  

4,1
7 

                       
99.999.845  

Kegiatan 
Penetapan 

Subjek dan 
Objek 
Redistribusi 
Tanah serta 

Ganti 
Kerugian 
Tanah 
Kelebihan 

Maksimum 
dan Tanah 
Absentee 
dalam 1 

(satu) 
Daerah 
Kabupaten/

Kota 

Persentase 
Penetapan 

Redistribusi 
Tanah  
(%) 

1                    
154.999.84

4,50  

 
PA

D 

-
3,16

666
67 

                 
55.000.00

0,00  

  

    Sub Kegiatan 
Koordinasi 
dalam 
rangka 
Penataan 
Aset Reforma 
Agraria 

Jumlah Berita 
Acara dalam 
rangka 
Koordinasi 
Penataan 
Aset Reforma 
Agraria 
(berita acara) 

1                        
100.000,00  

1                        
99.999.845  

Sub Kegiatan 
Koordinasi 
dalam 
rangka 
Penataan 
Aset Reforma 
Agraria 

Jumlah Berita 
Acara dalam 
rangka 
Koordinasi 
Penataan 
Aset Reforma 
Agraria 
(berita acara) 

2                   
154.999.84

4,50  

 
PA
D 

1                 
55.000.00

0,00  

Penambahan pada rekening 
: 
- Belanja Jasa Konsultansi 
Berorientasi Layanan - Jasa 
Studi Penelitian dan 
Bantuan Teknis (+) Rp. 
55.000.000,- 
Penyesuaian belanja untuk 
belanja jasa survey 
Identifikasi Perencanaan 
Pemanfaatan Tanah Kas 
Desa (TKD) 

  TOTAL       
         

28.569.97
3.926,00  

  
         

25.288.46
4.598,00  

      
           

35.585.65
6.552,64  

    

       
10.297.1
91.954,6

4  
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